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ABSTRAK

Tesis ini berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Konsep Wizarah Terhadap
Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Organisasi
Kemasyarakatan Studi Atas Berlakunya UU No.16 Tahun 2017 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1)
Bagaimana kewenangan Kemendagri dan mekanisme dalam pembubaran Ormas
atas berlakunya UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, (2) Bagaimana
kewenangan Kemendagri dalam pembubaran Ormas jika ditinjau dari prespektif
fiqh siyasah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua
pendekatan yakni perundang-undangan dan sosio historis. Analisis penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan
objek yang diteliti dan menggunakan metode deduktif untuk menganalisis
berdasarkan teori fiqh siyasah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Kemendagri dalam
melakukan tindakan hukum untuk membubarkan Ormas dengan berlakunya UU
No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki dengan diberlakukannya asas contrarius actus yang berdasarkan pada
freies ermessen. Dari perspektif fiqh siyasah, kewenangan yang sama tersebut
dimiliki oleh Wazir al- Tafwidh sebagai pembantu khalifah bidang pemerintahan
dalam sistem ketatanegaraan Islam. Adapun konsep Kemendagri dan Wazir al-
Tafwidh dalam sistem ketatanegaraan Islam terdapat beberapa persamaan yang
meliputi kedudukan, kewenangan, dan sumber kewenangannya.

Kesimpulan yang bisa diambil ialah pemerintah dalam hal ini Kemendagri
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif terkait
pembubaran Ormas atas berlakunya UU No.16 Tahun 2017 telah bertindak sesuai
kewenangannya dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Kata kunci: Kewenangan, Kemendagri, Organisasi Kemasyarakatan, Fiqh
Siyasah.
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ABSTRACT

This thesis is titled Review of Fiqh Siyasah in the Concept of Wizarah on the
Authority of the Ministry of Home Affairs in Dissolution of Social Organizations
Study of the Enactment of Law No. 16 of 2017 Concerning Social Organization.
This study aims to analyze: (1) What is the authority of the Ministry of Home
Affairs and the mechanism for dissolution of CSOs over the coming into effect of
Law no. 16 of 2017 concerning CSOs, (2) What is the authority of the Ministry of
Home Affairs in dissolving CBOs when viewed from the perspective of siyasa
fiqh.

This research is a type of normative research using two approaches namely
legislation and socio-historical. The analysis of this study uses a descriptive
analysis method which aims to describe the object under study and use a
deductive method to analyze based on siyasa fiqh theory.

The results of this study indicate that the Ministry of Home Affairs' authority
to take legal action to dissolve CSOs with the enactment of Law no. 16 of 2017
concerning CSOs is in accordance with the authority possessed by the enactment
of the contrarius actus principle which is based on freessen ermessen. From the
perspective of fiqh siyasah, the same authority belongs to Wazir al-Tafwidh as an
assistant to the caliphate in the field of government in the Islamic constitutional
system. As for the concept of the Ministry of Home Affairs and Wazir al-Tafwidh
in the Islamic constitutional system, there are several similarities which include
the position, authority, and source of authority.

The conclusion that can be drawn is that the government in this matter the
Ministry of Home Affairs in carrying out its duties and functions as an executive
institution related to the dissolution of CSOs for the enactment of Law No.16 of
2017 has acted according to its authority based on applicable laws and regulations
and based on general principles of good government.

Keywords: Authority, Ministry of Home Affairs, Community Organizations, Fiqh
Siyasah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

UUD 1945 pasal 28E ayat (3) hasil amandemen kedua yang menjamin

kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat1. Adanya

pasal tersebut menjamin rakyat Indonesia untuk memajukan dirinya dalam

memperjuangkan hak secara individu ataupun kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

perwujudan hak asasi manusia.

Selain itu dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 juga

menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara

individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia

lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.2

Menurut Abraham Lincoln demokrasi di artikan sebagai pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (government of people, by the people

and for the people.3 Rakyat memiliki kebebasan untuk bertindak atau

melakukan sesuatu selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang

1 UUD Tahun 1945 pasal 28E ayat (3).
2 UUD tahun 1945 Pasal 28J ayat (2).
3 Pierre Rosalvallon, “The History Of The Word Democracy In France”, Jurnal Of Democracy,
Vol. 06 No.04 (Mei, 1995), 140.
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berlaku di negara ini. Salah satu kebebasan yang diberikan kepada seluruh

masyarakat adalah kebebasan untuk mengemukakan pendapat, berserikat dan

berkumpul.

Manifestasi dari adanya konsep demokrasi sesuai dengan pasal 28 E

ayat (3) dan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 adalah munculnya berbagai

organisasi masyarakat (selanjutnya di sebut Ormas).4 Ormas menjadi bagian

integral perjuangan bangsa, terlihat dari beberapa Ormas seperti: Budi Utomo,

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lain yang didirikan sebelum

kemerdekaan Republik Indonesia dan ikut memeperjuangkan kemerdekaan

negara Indonesia.5 Dengan demikian terlihat keberadaan Ormas sangat

menentukan dalam berbagai bidang kehidupan, saling bahu membahu bersama

pemerintah dan komponen bangsa lainnya untuk mencapai cita-cita

kemerdekaan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa

Indonesia dalam NKRI yang berdasarkan ideologi kebangsaan Pancasila dan

UUD 1945.

Ormas menurut pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi

4 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: Kompas Gramedia, 2008), 127-128. Lihat
juga Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi (Jogjakarta: Paradigma, 2016),
85-86.
5 M. Junaedi Al Anshori, Sejarah Nasional Indonesia Masa Pra-Sejarah Sampai Masa Proklamasi
Kemerdekaan (Jakarta: Mitra Aksara Panaitan, 2010), 27.
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3

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.6

Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh, dan berkembang

sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Kehadiran Ormas di Indonesia harus menghormati kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat,

bangsa dan negara, menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan

tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak bertentangan dengan

Pancasila dan UUD 19457.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, untuk

itu perkembangan Ormas di Indonesia harus berbanding lurus dengan aturan

hukum yang ada.8 Dengan demikian, diterbitkan Undang-Undang No. 17

Tahun 2013 tentang Ormas. UU Ormas diharapkan mampu meng-cover

perkembangan Organisasi Kemasyarakatan yang hidup dan berkembang di

Indonesia.

Seiring perkembangannya, bermunculan organisasi-organisasi

kemasyarakatan yang menyebarkan paham atau ajaran yang dianggap

bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan falsafah negara yaitu

Pancasila. Paham atau ajaran-ajaran yang disebarkan tersebut diketahui

melalui gerakan-gerakan Ormas yang meresahkan warga negara karena

berindikasi bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan

Pancasila dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6 Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
7 Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
8 Ni’matul Huda, Ilmu Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 201.
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4

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang

Ormas.

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang telah berlaku dianggap

belum mampu untuk mengatasi kasus yang mengancam kedaulatan ideologi

dan kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah

melakukan tindakan dengan mencabut UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas

yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi real di masyarakat.

Melalui hak subjektif yang dimiliki oleh presiden9 maka pemerintah

mengeluarkan sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan

yaitu Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.17

Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disahkan

menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017. Langkah tersebut untuk

mengatasi masalah ancaman terhadap ideologi negara yang dilakukan oleh

Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembuatan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sesuai

ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa dalam hal ihwal

kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan

pemerintah sebagai pengganti undang-undang.10 Kegentingan memaksa di sini

9 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: Rajawali Pers,
2010) 108. Lihat juga Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945.
10 Bagir Manan, Dasar Perundang-undangan Indonesia (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), 50. Lihat
juga Soehino, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan (Yogyakarta: Liberty, 1990), 33.
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5

lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau

urgensi terkait dengan waktu yang terbatas.

Ni'Matul Huda mengemukakan bahwa unsur “kegentingan yang

memaksa” harus menunjukkan ciri umum, yaitu: ada krisis (crisis) dan

keadaan mendesak (emergency).11 Selain itu, menurut Jimly Asshiddiqie

setidaknya terdapat tiga unsur yang dapat menimbulkan “kegentingan yang

memaksa”, yaitu:12 Pertama, unsur ancaman yang membahayakan (dangerous

threat); kedua, unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity);

dan/atau ketiga, unsur keterbatasan waktu (limited time) yang tersedia.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, untuk menilai

ukuran objektif penerbitan Perppu, MK menyatakan terdapat tiga syarat

sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk

menetapkan Perppu yaitu: pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan

mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan

Undang-Undang; kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada

sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak

memadai; ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara

membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan

waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu

kepastian untuk diselesaikan.

11 Ni'Matul Huda, “Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah
Konstitusi (Studi terhadap Perppu No. 4 Tahun 2009 dan Perppu No.4 Tahun 2008)”, Jurnal
Media Hukum, Vol. 18, No. 2 (Desember, 2011), 219.
12 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007),
205.
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Substansi penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 menjadi Undang-

Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan terdapat

beberapa pasal yang dituangkan didalamnya adalah membahas ketentuan

tentang mekanisme atau prosedur pembubaran Ormas serta sanksi bagi Ormas

yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satunya

disebutkan dalam pasal 62 menjelaskan bahwa:

(1)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)
huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

(2)Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan
sanksi penghentian kegiatan.

(3)Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan
surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”13

Selanjutnya dalam pasal 80-A menjelaskan bahwa :

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 61 ayat (1) huruf c an ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.14

Dalam proses pembubaran tersebut, ada gugatan yang diajukan oleh

beberapa Ormas dan salah satunya adalah Yusril Ihza Mahendra. Namun,

gugatan tersebut tidak dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi

berdasarkan Putusan MK No.39/PUU/XV/2017 yang menyatakan batal demi

hukum (gugatan pemohon tidak dikabulkan) sebab DPR telah mengesahkan

13 Pasal 62 ayat 1-3 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
14 Pasal 80-A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
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Perpu No. 2 Tahun 2017 untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 16

Tahun 2017 tentang Ormas. Maka, secara otomatis gugatan tersebut gugur

sebab objek gugatan sudah tidak ada.

Dalam realita di masyarakat, Ormas yang dianggap bertentangan

dengan ideologi negara yaitu Pancasila dan mengancam kedaulatan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dibubarkan oleh Kemendagri selaku

Kementerian yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

dalam bidang hukum dan hak asasi manusia (Menkumham) melalui

Menkopolhukam. Yang menjadi permalasahan di sini adalah mekanisme

proses pembubaran Ormas, di mana Ormas yang dianggap merongrong

kewibawaan ideologi NKRI secara langsung dapat dibubarkan oleh Menteri

yang berwenang tanpa melalui proses peradilan yang sebagaimana mestinya

sebagai negara hukum, maka setiap penyelesaian permasalahan di masyarakat

tidak meninggalkan proses peradilan.

Pembahasan mengenai kewenangan Kemendagri secara subtansi juga

terdapat dalam politik Islam (Siyasah). Siyâsah berasal dari kata sasa

diartikan sebagai mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan,

politik dan pembuatan kebijaksanaan.15 Menurut ‘Abd al-Wahhab Khalaf,

Siyâsah Syar’iyyah adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan

kebijakan yang dikehendaki demi kemaslahatan, melalui aturan yang tidak

bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu. Dalam

15 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenamedia Group,
2014), 3.
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pengertian ini, Siyâsah Syar’iyyah memiliki makna luas yang menyangkut

hukum ketatanegaraan yang bersumber pada syariat.16

Dalam Fiqh Siyasah membahas mengenai perpolitikan, di mana dalam

menjalankan sistem kenegaraan Islam dipimpin oleh seorang Sulthan atau

Imam. Seorang Imam tersebut dibantu oleh lembaga-lembaga yang disebut

Wizarah. Sulthan bersama wazir inilah yang memiliki kewenangan dalam

mengatur ketatanegaraan Islam.

Melihat adanya proses pembubaran salah satu Ormas yang sudah

dilakukan oleh Kemendagri melalui Menkopolhukam dikhawatirkan tidak

terwujudnya negara hukum dengan adanya tindakan pemerintah yang

melampaui batas dengan adanya kewenangan Kemendagri dalam UU No. 16

Tahun 2017 tentang Ormas.

Atas dasar itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana

kewenangan Kemendagri dalam pencabutan Ormas setelah adanya Undang-

Undang No. 16 Tahun 2017 sebagai Perubahan atas UU Ormas yang

dituangkan dalam judul: Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Konsep Wizarah

Terhadap Kewenangan Kementerian Dalam Negeri Dalam Pembubaran

Organisasi Kemasyarakatan (Studi Atas Berlakunya Undang-Undang No.

16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan).

16 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh
Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 9.
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Pembahasan mengenai Mendagri merupakan pembahasan yang luas

cakupannya. Mulai dari terbentuknya, kewenangan serta keanggotaannya.

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui

timbulnya beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja karakteristik ormas yang bertentangan dengan asas pancasila dan

UUD 1945?

2. Sejauh mana kekuasaan Lembaga Negara yang berwenang mengadili dan

memutuskan dalam pembubaran ormas yang bertentangan dengan

pancasila dan UUD 1945?

3. Bagaimana mekanisme pembubaran Ormas?

4. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dalam konsep Wizarah terhadap

kewenangan Kementerian Dalam Negeri tentang Pembubaran Ormas?

2. Batasan Masalah

Adanya keluasan wewenang yang dimiliki oleh badan Kementerian

Dalam Negeri terkait dengan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk itu penelitian

ini akan dibatasi pada pembahasan tentang kewenangan Kementerian Dalam

Negeri dalam pembubaran Ormas atas berlakunyaUndang-Undang No. 16

Tahun 2017, dan menganalisis kewenangan Kementerian Dalam Negeri

tersebut dalam tinjauan Fiqh Siyasah berdasarkan konsep Wizarah.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam

penelitia ini antara lain:

1. Bagaimana kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan mekanisme

dalam pembubaran Ormas atas berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun

2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah berdasarkan konsep Wizarah terhadap

kewenangan Kementerian Dalam Negeri atas berlakunya Undang-Undang

No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas,

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan mekanisme dalam

pembubaran Ormas atas berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017

tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Mengkaji dalam tinjauan Fiqh Siyasah berdasarkan konsep Wizarah

terhadap kewenangan Kementerian Dalam Negeri atas berlakunya

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang peneliti

lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian, baik secara teoritis maupun

praktis:
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a. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

memberikan sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan peran serta

fungsi Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga eksekutif dalam

sistem pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan kajian

bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam bidang Hukum Tata Negara

(siyasah), dan nantinya hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna

dalam pengembangan serta menambah wawasan keilmuan dan diskusi

ilmiah pada perguruan tinggi khususnya pada program Hukum Tata

Negara (Siyasah) pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini diharapkam dapat dijadikan

masukan dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah,

DPR, dan atau pihak terkait, untuk dapat mengoptimalkan fungsi, peran

serta kewenangan kelembagaan para penyelenggara pemerintahan. Serta

sebagai bahan pertimbangan bagi para penyelenggara pemerintah dalam

menjalankan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan konsep hukum ketatanegaraan, yang di

dalamnya terdapat konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan organisasi

dalam sebuah negara. Dalam kenyataan sosial, negara merupakan suatu
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organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi yang dimaksud

adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara

keseluruhan, yaitu disebut sebagai jabatan.17

Jabatan merupakan suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan

dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan adalah bersifat tetap,

sedangkan pemangku jabatan atau pemegang jabatan adalah silih berganti.

Dengan demikian, maka negara adalah tidak lebih sebagai sebuah organisasi

jabatan. Jabatan yang ada dalam negara disebut pula dengan jabatan

pemerintahan.

Jabatan pemerintahan tersebut dilekatkan kepadanya sebuah

wewenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum

pemerintahan yang hanya dapat berfungsi jika melalui suatu perantara atau

perwakilan, yakni seorang pemegang atau pemangku jabatan atau lebih

dikenal dengan istilah pejabat yang bertindak untuk dan atas nama

kepentingan jabatan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pandangan E.

Utrecht yang menyatakan, bahwa oleh karena diwakili pemegang atau

pemangku jabatan maka jabatan itu akhirnya dapat berjalan dan berfungsi.18

Kedudukan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan

merupakan reaksi penerapan asas legalitas dalam sebuah konsepsi negara

hukum yang demokratis. Dalam hal tersebut, maka pemerintah memiliki

kewajiban dalam melakukan setiap tindakan atau perbuatan yang memberikan

beban atau kewajiban kepada warga masyarakat haruslah dilandasi oleh suatu

17 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014),
77.
18 Ibid., 80.
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dasar kekuasaan yang sah, sehingga tindakan atau perbuatannya tersebut

dianggap sah.  Artinya bahwa pemerintah dalam melakukan suatu tindakan

atau perbuatan memerlukan dasar tindakan atau perbuatan (legitimasi)

sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum khususnya undang-undang.

Pemerintah tidak boleh atau tidak dapat melakukan suatu tindakan atau

perbuatan yang tidak didasari suatu aturan hukum, sehingga tindakan atau

perbuatan pemerintah itu dianggap tidak sah dan dikategorikan sebagai

tindakan atau perbuatan hukum yang sewenang-wenang. Oleh karena itu,

kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada

adanya wewenang dapat berakibat tindakan atau perbuatan pemerintah

tersebut sewenang-wenang adanya (willekeur).19 Melihat posisi atau

keberadaannya, maka wewenang pemerintahan menjadi kriteria utama dan

menjadi sebuah acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga

dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan

wewenang yang diberikan kepadanya dan tidak melakukan tindakan atau

perbuatan yang menyalahgunakan wewenang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015

tentang Administrasi Pemerintahan juga dijelaskan mengenai kewenangan.

Pada pasal 8 Ayat (1) berbunyi: Setiap keputusan dan/atau tindakan harus

ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang

19 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD
1945 (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), 47.
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berwenang. Pasal 8 Ayat (2) berbunyi Badan dan/atau Pejabat Pemerintah

dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: Peraturan perundang-

undangan; dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik). Pasal 8

Ayat (3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan

kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau

tindakan.20

Secara yuridis, legitimasi kewenangan pemerintah dalam bertindak

atau berbuat telah diatur dengan jelas dan tegas dalam ketentuan hukum

berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan

fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Sehingga, dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan

pemerintahan yang baik sesuai dengan tujuan negara.

2. Teori Tindakan atau Perbuatan Pemerintah

Pada dasarnya dalam suatu Negara hukum setiap tindakan hukum

pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Van

Vollenhoven yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan

(bustuurhandeling) adalah pemeliharaan kepentingan Negera dan rakyat

secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan.21

20 Pasal 8 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan.
21 Huda, Ilmu Negara, 85.
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R.J.H.M. Huisman juga menyatakan pendapat bahwa yang dimaksud

dengan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan adalah suatu tindakan

atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan

kewajiban.22 Dengan kata lain bahwa suatu tindakan atau perbuatan hukum

yang berdasarkan sifat dan karakternya tersebut dapat menimbulkan sebuah

akibat hukum tertentu yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan. Dan adanya tindakan atau

perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban

yang berlaku umum.

Hal ini senada dengan pendapat Van Poelje dalam laporannya Tahun

1972 bahwa yang dimaksudkan dengan Puliek Rechtelijke Handeling atau

tindakan dalam hukum yang bersifat publik adalah tindakan-tindakan hukum

yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.23

Artinya bahwa tindakan pemerintahan adalah suatu tindakan atau perbuatan

yang dilakukan oleh organ pemerintah demi memelihara kepentingan Negara

dan rakyat.

Adapun tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan adalah untuk

menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani

kehidupan yang sejahtera baik secara lahiriah maupun batiniah. Hal tersebut

menunjukkan bahwa pemerintahan modern pada hakikatnya ialah bagaimana

agar suatu tindakan atau perbuatan pemerintah dapat lebih mendorong

terwujudnya pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat

22 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2008), 41.
23 Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 125.
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dapat merasakan keberadaan pemerintah sebagai pelayan publik (public

servant) maupun sebagai penyelenggara kesejahteraan (welfare provider).24

Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh organ pemerintah adalah sepenuhnya untuk melayani

kebutuhan nyata masyarakat, bukan untuk melayani kepentingan sepihak dari

pemerintah semata. Adapun bentuk akibat hukum yang dilahirkan adalah

penciptaan hubungan hukum baru, perubahan hukum atau pengakhiran

hubungan hukum yang ada.

3. Konsep Kewenangan dalam Fiqh Siyasah

Kewenangan selalu melekat di dalam sebuah kekuasaan, dalam sistem

ketatanegaraan Islam bahwa kekuasaan dalam segala aspek berada di tangan

Imam/khalifah yang bertugas sebagai pelindung agama Islam. Pada dasarnya

pemerintah melakukan tugas Siyasah Syar'iyah-nya untuk membentuk suatu

hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan

umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

Pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Islam dalam menjalankan

pemerintahannya dipimpin oleh Imam/khalifah yang kewenangannya

diperoleh dari Allah dan Rasul serta rakyat itu sendiri.25 Sebagaimana yang

terkandung dalam Al-qur’an surah al-An’am ayat 165.

ئٓفَِ لَّذِيٱوَھوَُ  تٖ لأۡرَۡضِ ٱجَعَلكَُمۡ خَلَٰ وَرَفعََ بعَۡضَكُمۡ فوَۡقَ بعَۡضٖ دَرَجَٰ
حِیمُۢ ۥوَإنَِّھُ لۡعِقاَبِ ٱ ١٦٥لغََفوُرٞ رَّ

24 Ibid., 128.
25 Mahli Isma’il, “Kewenangan Pemerintah Terhadap Pendistribusian dan Pemanfaatan Tanah
Negara dalam Islam”, Jurnal Miqot, Vol. XXXVII No. 1 (Januari 2013), 28.
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“dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi
dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian dari (yang
lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang di
berikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhan-Mu amat cepat
siksaan-Nya dan sesungguhnya dia maha pengampun dan maha
penyayang”.26

Kewenangan yang ada pada Imam/khalifah berkaitan erat dengan

kekuasaan. Seorang Imam/khalifah yang memiliki kewenangan harus

menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.27 Sebagaimana yang terkandung

dalam surah An-Nisa’ ayat 58.

واْ ٱإنَِّ  تِ ٱیأَۡمُرُكُمۡ أنَ تؤَُدُّ نَٰ أنَ لنَّاسِ ٱإلِىَٰٓ أھَۡلھِاَ وَإذَِا حَكَمۡتمُ بیَۡنَ لأۡمََٰ
ا یعَِظكُُم بھِِ ٱإنَِّ لۡعَدۡلِۚ ٱتحَۡكُمُواْ بِ  ا بصَِیرٗا ٱإنَِّ  ٓۦۗنعِِمَّ ٥٨كَانَ سَمِیعَۢ

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha
melihat”.28

Sebagaimana mestinya, bahwa dalam menjalankan tugas pemerintahan

yang sangat luas maka seorang Imam/khalifah juga menerapkan sistem

Wizarah (pembantu khalifah) yang disebut wazir yang bertugas untuk

membantu meringankan beban Imam/khalifah dalam menjalankan tugas

pemerintahan.29 Untuk itu, wazir juga memiliki wewenang sebagaimana

kewenangan yang dimiliki Imam/khalifah dalam menjalankan tugas

pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Islam dengan adanya kekuasaan

yang diperolehnya dari Imam/khalifah.

26 Al-Qur’an, 6: 165.
27 Muhammad Arkoun, Nalar Islami Dan Nalar Modern; Berbagai Tantangan dan Jalan Baru
(Jakarta: INIS, 1994), 210-211.
28 Al-Qur’an, 4: 58.
29 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafiah Islam (Jakarta: Qisthi Press,
2014), 93.
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Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa seorang imam/

khalifah sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Islam untuk

menjalankan tugas dan fungsinya yang sangat luas adalah membutuhkan

seorang pembantu (wazir) yang mampu membantu khalifah untuk

melaksanakan amanah pemerintahan. Adanya pembantu khalifah (wazir)

dalam mengurus segala urusan baik pemerintahan maupun agama dirasa

sangat penting agar segala urusan tersebut dapat diselenggarakan dengan baik.

Adapun mengangkat pembantu khalifah (wazir) merupakan kewenangan

khalifah dan hal tersebut adalah dibolehkan dalam pemerintahan Islam.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan kewenangan

Mendagri dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) atas

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang organasisasi kemasyarakatan,

diantaranya:

1. Imam Solehah, menyoal organisasi kemasyarakatan (Ormas) anti Pancasila

dalam jurnal Rechtsvinding, Media pembinaan hukum nasional, 21 Juni

2016. Dalam jurnal ini lebih ditekankan pada pengawasan dan mekanisme

pembubaran ormas yang berindikasi melanggar aturan dalam pendirian

Ormas, salah satunya adalah tidak bertentangan dengan Pancasila.30

2. M. Najib Ibrahim, Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan

Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam UU No.8 Tahun

1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Tesis, Universitas Indonesia

30 Imam Solehah, “Menyoal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Anti Pancasila,” Jurnal
Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 08 No. 04 (Juni, 2016), 2.
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tahun 2011. Dalam tesis ini menggambarkan pembekuan dan pembubaran

Ormas sebagai upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan negara

bagi hak warga negara Indonesia.31

3. Zihan Syahayani, Perlukah Perpu Ormas?, dalam jurnal Update

Indonesia:Tinjauan bulanan ekonomi, hukum, keamanan, politik dan

sosial, Vol. XI,No. 6, Juli 2017. ISSN 1979 1984. Dalam jurnal ini

menganalisis perlunya Perpu tentang Ormas. Hasil penelitiannya adalah

bahwa Perpu tentang Ormas sangat diperlukan mengingat dewasa ini

banyaknya ormas yang ada di negara Indonesia, guna mengawasi dan

mengatur perlu adanya pembaharuan aturan tentang Ormas.32

4. Muhamad Iqbal, Fiqh siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.

Dalam buku ini membahas secara umum mengenai politik Islam, mulai

dari negara dalam Islam hingga peraturan dalam pemerintahan. Dalam

buku ini terdapat pembahasan mengenai fiqh siyâsah secara kontekstual

yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang kajian fiqh siyasah dan

perkembangannya, ketatanegaraan dalam sejarah Islam, teori-teori dalam

ketatanegaraan Islam, termasuk tentang siyasah dustûriyyah.33

Adapun penelitian yang penulis lakukan mengangkat tema “Tinjauan Fiqh

Siyasah dalam Konsep Wizarah terhadap Kewenangan Kementerian

Dalam Negeri dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Studi Atas

31 M. Najib Ibrahim, “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran
Organisasi Kemasyarakatan Dalam UU No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”
(Tesis-- Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), 5.
32 Zihan Syahayani, “Perlukah Perpu Ormas?”, Jurnal Update Indonesia:Tinjauan bulanan
ekonomi, hukum, keamanan, politik dan sosial, Vol. 11, No. 06 (Juli, 2017), 8.
33 Iqbal, Fiqh siyâsah, 177.
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Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan). Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian

sebelumnya yang telah penulis sebutkan. Penelitian ini lebih menitik

beratkan pada kewenangan Kemendagri dalam pembubaran Ormas pasca

berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, serta

bagaimana jika ditinjau dari fiqih Siya>sah terkait dengan konsep

kekuasaan/ kewenangan yang ada dalam sistem ketatanegaraan Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian hukum normatif (normative legal research) atau penelitian

doctrinal,34 yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute

approach), 35 dan pendekatan historis (historical approach).36

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara

mendalam berbagai peraturan yang mengatur terkait tugas dan fungsi

Kementerian Dalam Negeri khususnya terkait fungsinya sebagai lembaga

eksekutif, yakni meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.

17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang No. 16

Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan dan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 Tentang

34 Soejono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.
35 Pendekatan perundang-undangan (statue apporach), dilakukan dengan mengkaji atau menelaaah
semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang
ditangani. Lihat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: kencana, 2005), 93
36 Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan
perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, Ibid., 94.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21

Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pendekatan historis digunakan dalam

rangka memahami konsep wizarah (pembantu khalifah) yang diterapkan

dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Dari kedua pendekatan tersebut dapat kita pahami bagaimana

kewenangan Kementerian Dalam Negeri dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta bagaimana

kewenangan Kementerian Dalam Negeri jika ditinjau dalam konsep Wizarah

perspektif Fiqh Siyasah.

2. Sumber Hukum (Bahan Hukum)

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan

mengikat secara umum maupun memiliki kekuatan mengikat pihak-pihak

yang berkepentingan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang

mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang.37 Adapun bahan hukum

yang digunakan meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan.

3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perpu No. 2

Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

37 Soedikni Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yongyakarta: Liberty, 1988), 19.
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4) Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam

Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap hukum primer meliputi: tesis hukum tata negara,

disertasi hukum tata negara, jurnal dan materi dari berbagai sumber buku

yang menjelaskan mengenai kajian terhadap hukum tata negara Islam yang

berkaitan dengan tema yang penulis bahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu dokumen

yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus, Ensiklopedia dan

lain-lain.38

3. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti mengunakan

metode deskriptif analitis39, yaitu data yang sudah terkumpul

dideskripsikan secara jelas sehingga mendapatkan gambaran secara

menyeluruh terkait dinamika perkembangan kewenangan Kementerian

Dalam Negeri dalam pembubaran Ormas dengan berlakunya UU No.16

tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selanjutnya dilakukan

analisis berdasarkan teori Fiqh Siyasah dengan menggunakan metode

38 Ibid., 64.
39 Hadar Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarat: Universitas Gadjah Mada Press,
1987), 65.
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deduktif, sebab penulis menganalisis melalui penalaran dari bentuk yang

umum untuk mencapai suatu kesimpulan atau bentuk khusus.40

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta kemudahan dalam

menyusun tesis, maka penyusun menguraikan secara sistemastis susunan tesis

ini yang terdiri dari lima bab.

Bab Pertama, yaitu berisikan pendahuluan, dalam bab ini akan diulas

antara lain: latar belakang masalah, berisi tentang kronologi permasalahan

awal muncul dan menjadi layak untuk dikaji lebih dalam. Kemudian

identifikasi, merupakan kinerja pemilahan bagian manakah yang menjadi

pembahasan dan bagian mana yang tidak masuk penelitian. Ketiga batasan

masalah diikuti rumusan masalah, dimana menjadi fokus penelitian ini yang

akan mengulas mengapa masalah ini layak untuk ditinjau. Berikutnya tujuan

penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kemudian sstematika

penulisan.

Bab Kedua, adalah kajian teori, yakni membahas tentang teori

kewenangan, teori tindakan atau perbuatan pemerintah, teori Fiqh Siyasah

tentang konsep Wizarah yang meliputi pengertian dan ruang konsep Wazir

dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Bab Ketiga, adalah data, yakni gambaran umum penelitian yang terdiri

dari penjelasan tentang pengertian Kementerian Dalam Negeri, tugas, fungsi

40 Plus Abdillah P. Dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Surabaya: Arkola,
2001), 153.
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dan struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri Mendagri, Kewenangan

Kemendagri dalam Pembubaran Ormas berdasarkan Undang-Undang No. 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan Substansi Undang-

Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bab Keempat, adalah analisis, yang meliputi kewenangan Kementerian

Dalam Negeri dalam pembubaran Ormas atas berlakunya Undang-Undang No.

16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta tinjauan Fiqh

Siyasah berdasarkan konsep Wizarah terkait kewenangan Kementerian Dalam

Negeri atas berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang

Organisasi Kemasyarakatan.

Bab Kelima, Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil

dari ekstrak penjelasan yang bermula dari proses awal sampai pada

pembahasan akhir. Sementara saran berisikan masukan dan kritik untuk

menyempurnakan tulisan ini ke depan nantinya.
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BAB II

KAJIAN TEORI

A. TEORI WEWENANG PEMERINTAHAN

1. Istilah Wewenang

Dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara,

kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting. Begitu pentingnya

kedudukan kewenangan, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya

“het begrip bevoegdheid is dan ook kernbegrip in het staats en administratief

rech” yakni sebagai konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum

Administrasi Negara.1 Dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan

pemerintahan adalah asas legalitas atau dengan kata lain, setiap

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi

yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dengan demikian,

substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk

melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.2

Ateng Syafrudin berpendapat tentang pengertian kewenangan dan

wewenang. Kewenangan (authority) adalah apa yang disebut kekuasaan

formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-

1 Ridwan, Hukum Administrasi, 99.
2 Abdul Rauf Alauddin Said, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah
Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945,” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9
No. 4 (Oktober-Desember, 2015), 580.
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Undang, sedangkan wewenang (bevoegdheid) adalah mengenai suatu

“onderdeel” (bagian) tertentu dari kewenangan.3

Menurut H.D. Stout, wewenang adalah keseluruhan aturan-aturan

yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah

oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik.4 Sementara Bagir

Manan menjelaskan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak

berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang dapat sekaligus berarti hak dan

kewajiban (rechten en plichten).5

Berbagai pengertian mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan

diatas, dapat kita simpulkan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal

yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu

spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang

diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk

melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan itu

memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu

berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, wewenang merupakan

bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena

pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar

3 Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung
Jawab,” Jurnal Pro Justisia Edisi IV (April, 2000), 22.
4 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah
(Bandung: Alumni, 2004), 4.
5 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah (Universitas Lampung: Bandarlampung, 2009), 26.
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wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas

dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 6

2. Sifat Wewenang

Menurut Safri Nugraha, mengemukakan bahwa sifat wewenang

meliputi tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu

tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang terikat pada

hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik).7

a. Sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan

secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan. Lama

berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang

menjadi dasarnya. Sehingga apabila wewenang pemerintahan tersebut

digunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenangnya, maka tindakan

atau perbuatan pemerintah tersebut bisa dikatakan tidak sah atau batal

demi hukum.

b. Sifat wewenang yang selalu tunduk pada batas yang ditentukan berkaitan

erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi

kewenangannya.

c. Pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis.

Sedangkan dalam kepustakaan hukum administrasi menjelaskan

bahwa pembagian sifat wewenang pemerintahan, yakni terdapat wewenang

pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam

kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan

6 Ridwan, Hukum Administrasi, 98.
7 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 109.
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yang bersifat mengatur (besluiten) dan keputusan yang bersifat menetapkan

(beschikkingen) oleh organ pemerintahan.8

3. Sumber Wewenang

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas

legalitas, maka berdasarkan prinsip tersebut tersirat bahwa wewenang

pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa

sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-

undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi,

delegasi, dan mandat.9

a. Atribusi, merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit)

yang langsung bersumber kepada ketentuan yang berasal dari peraturan

perundang-undangan dalam arti materiil.10 Menurut Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Atribusi di artikan sebagai pemberian kewenangan kepada Badan atau

Pejabat Pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang. Tanggung jawab

kewenangan berada pada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang

bersangkutan.11

b. Delegasi, adalah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenag

asli) oleh badan/atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh

8 Ibid., 110.
9 Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cet. Ke-12 (Yogyakarta:
Gajahmada University Press, 2015), 125.
10 Ibid., 125.
11 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
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wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan/atau jabatan

pemerintahan lainnya.12 Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan delegasi adalah

pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya. Tanggung jawab

dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.13

c. Mandat, merupakan suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada

bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat

tata usaha negara yang memberi mandat. Dengan kata lain, bahwa

mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya

dijalankan oleh organ lain atas namanya. Jadi dalam hal pemberian

mandat, badan/atau pejabat yang diberi mandat (mandataris) bertindak

untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans).14 Menurut Pasal 12

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan atau

Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan atau Pejabat

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung

gugat tetap berada pada pemberi mandat.15

Dari sumber-sumber kewenangan tersebut di atas, kewenangan dalam

hal membuat keputusan (beschikking) hanya dapat diperoleh dengan dua cara,

12 Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 112.
13 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
14 Ridwan, Hukum Administrasi, 105.
15 Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
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yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi.16 Pengertian-pengertian atribusi

dan delegasi adalah alat-alat yang membantu untuk memeriksa badan atau

pejabat tata usaha negara berwenang atau tidak.

Hal ini sesuai dengan kajian penelitian, dimana berdasarkan sumber-

sumber wewenang tersebut di atas akan menentukan darimana asal atau

sumber wewenang dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum yang

dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah.

4. Pembatasan Wewenang

Penggunaan wewenang pemerintahan dalam penyelenggaraan peran

dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan

pembatasan. Hal ini penting untuk dilakukan agar setiap tindakan atau

perbuatan pemerintah yang didasarkan pada adanya wewenang pemerintahan

dimaksudkan untuk mencegah adanya tindakan menyimpang atau

menyalahgunakan wewenang.

Menurut Prajudi Atmosudirjo bahwa dengan adanya wewenang

pemerintahan tersebut merupakan sebuah kekuasaan luar biasa yang dimiliki

oleh pemerintah sebagai alat perlengkapan negara, sehingga tidak dapat

dilawan secara biasa.17 Berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat penulis

perlu dilakukan pembatasan terhadap penggunaan wewenang pemerintahan

demi untuk menghindari terjadinya tindakan atau perbuatan sewenang-

wenang dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.

16 Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi, 130.
17 Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 118.
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Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kuntjoro Purbopranoto, bahwa

pembatasan tindakan atau perbuatan pemerintah harus ada mengingat, bahwa

setiap tindakan atau perbuatan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum, dan tidak boleh

melawan hukum (onrechtnatig) baik formal maupun materiel dalam arti luas

serta tidak boleh melampaui kewenangannya menurut kompetensinya.18

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon bahwa setiap wewenang

dapat dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah; locus), dan waktu

(tempus). Di luar batas-batas tersebut, maka suatu tindakan atau perbuatan

pemerintah merupakan tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid), yang

dapat berupa onbevoegdheid ratione materiae, onbevoegdheid ratione loci en

onbevoegdheid ratione temporis.19 Artinya bahwa dengan adanya batas

wewenang tersebut akan memberikan ruang lingkup terhadap legalitas

tindakan atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur,

dan substansi.

Dengan adanya batasan-batasan wewenang ini akan menjadi acuan

atau rambu-rambu bagi pemerintah selaku badan administrasi negara dalam

setiap melakukan tindakan atau perbuatan hokum yang akan memberikan

dampak hokum bagi publik.

18 Koentjoro Poerbopranoto, Sistim Pemerintahan Demokrasi (Jakarta: PT. Eresco, 1981), 43.
19 Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 120.
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B. TEORI TINDAKAN ATAU PERBUATAN HUKUM PEMERINTAH

1. Pengertian Tindakan atau Perbuatan Hukum Pemerintah

Pada dasarnya dalam suatu Negara hukum setiap tindakan hukum

pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai

pengertian tindakan atau perbuatan pemerintah (bustuurhandeling)

menurut Van Vollenhoven adalah pemeliharaan kepentingan Negara dan

rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan.

Sedangkan menurut Komisi Van Poelje dalam laporannya Tahun 1972

yang dimaksudkan dengan Puliek Rechtelijke Handeling atau tindakan

dalam hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh

penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan.20

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan

pemerintahan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh organ

pemerintah demi memelihara kepentingan Negara dan rakyat. Dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan kepentingan-kepentingan umum,

pemerintah atau administrasi negara merupakan subjek hukum, sebagai

drager van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban-

kewajiban.21 Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek

hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (feitelijke

handelingen) yakni golongan bukan perbuatan hukum maupun tindakan

hukum (rechtshandelingen).

20 S.F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 45.
21 Aristoni, “Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Walfare State Perspektif Hukum
Administrasi Negara dan Hukum Islam” Jurnal Penelitian Vol. 8, No. 2 (Juli, 2014), 224.
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Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum

administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum

(rechtshandelingen), sebab perbuatan tersebut secara langsung dapat

menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Hukum Administrasi Negara,22

Oleh karena perbuatan hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum

atau keadaan hukum yang ada yang dimaksudkan untuk menciptakan hak

dan kewajiban.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan R.J.H.M. Huisman tentang

tindakan hukum yaitu tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya akan

menimbulkan sebuah akibat hukum tertentu atau “Een rechtshandeling is

gericht op het scheppen van rechten of plichten”, yaitu bahwa tindakan

hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan

kewajiban.23

Dengan adanya tindakan hukum maka lahirlah akibat hukum

(rechtsgevolgen), yaitu akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan

hukum seperti penciptaan hubungan hukum baru, perubahan maupun

pengakhiran hubungan hukum yang ada. Artinya dengan kata lain, bahwa

akibat-akibat hukum tersebut dapat berupa:

a) Indien er een verandering optreedt in de bestaande rechten,
verplichtingen of bevoegdheid van sommigen (jika menimbulkan
beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada);

22 SF. Marbun dan Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta:
Liberty, 2000), 68.
23 Ridwan, Hukum Administrasi, 108.
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b) Wanner er verandering optreedt in juridische status vean een persoon
of (van) object (bila menimbulkan adanya perubahan kedudukan hukum
bagi seseorang atau objek yang ada);

c) Wanner het bestan van zekere rechten, verplichtingen, bevoegdheden of
status bindend wordt vastgesteld (bila menimbulkan adanya hak,
kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.24

Sedangkan tindakan yang bukan perbuatan hukum (Feitelijke

handelingen) adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan

hukum, oleh karenanya tidak menimbulkan sebuah akibat hukum.

2. Macam-macam Tindakan atau Perbuatan Hukum Pemerintah

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam

menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan

hukum privat dan tindakan hukum publik.

a. Tindakan Hukum Menurut Hukum Privat

Organ administrasi negara dalam hal mengadakan hubungan

hukum berdasarkan hukum privat terdapat dua pendapat yaitu:

Pertama, dikemukakan oleh Prof. Scholten yang menyatakan

bahwa organ administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan

tidak dapat menggunakan hukum privat. Sebab hukum privat adalah

bersifat mengatur hubungan hukum yang merupakan kehendak kedua

belah pihak dan bersifat perseorangan.

Kedua, dikemukakan oleh Prof. Krabbe, Kranenburg Vegting,

Donner dan Huart yang menyatakan bahwa organ administrasi negara

24 Ibid., 111.
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dalam menjalankan tugasnya dalam beberapa hal dapat menggunakan

hukum privat. Akan tetapi, untuk menyelesaikan suatu permasalahan

khusus dalam lapangan administrasi negara telah disediakan peraturan-

peraturan hukum publik, maka administrasi negara harus menggunakan

hukum publik tersebut dan tidak dapat menggunakan hukum privat.25

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah

tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsi

pemerintahan adalah berada dalam ranah hubungan hukum publik bukan

hukum privat.

b. Tindakan Hukum Menurut Hukum Publik

Tindakan atau perbuatan hukum menurut hukum publik ada dua

macam, yaitu:

1) Tindakan Hukum Publik Bersegi Satu

Adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh organ

administrasi negara dengan berdasarkan adanya wewenang istimewa

dalam hal membuat suatu ketetapan yang mengatur hubungan antara

sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan

warga masyarakat.26

Tindakan hukum bersegi satu dianggap lebih penting daripada

bersegi dua. Sebab, hukum publik bersegi satu tersebut lebih

merupakan kehendak satu pihak saja yaitu pemerintah. Di dalamnya

tidak ada perjanjian, jadi sifatnya adalah hubungan hukum yang diatur

25 Marbun dan Mahfud, Pokok-Pokok Hukum, 69.
26 Titik Triwulan T., Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), 308.
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oleh hukum publik yang hanya berasal dari satu pihak yakni

pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri.

2) Tindakan Hukum Publik Bersegi Dua

Adalah suatu tindakan organ administrasi negara yang dilakukan

oleh dua pihak atau lebih secara sukarela (perjanjian, overeenkomst).

Dalam setiap tindakan hukum ini ada persesuaian kehendak

(wilsovereenkomst) antara dua pihak atau lebih, dan tindakan hukum

tersebut telah diatur oleh suatu hukum istimewa, yaitu peraturan

hukum publik dan peraturan hukum biasa yakni hukum perdata.27

Menurut Van Der Ppr. Kranenberg-Vegting. Wiarda dan Donner

mengakui adanya hukum publik bersegi dua atau adanya perjanjian

menurut hukum publik. Mereka memberi contoh tentang adanya

“Kortverband Contract” (perjanjian kerja jangka pendek) yang

diadakan pihak swasta sebagai pekerja dengan pihak pemerintah

sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Berdasarkan konsep tindak pemerintah dalam hukum publik

yang telah dijelaskan, maka hubungan hukum antara pemerintah

dengan seseorang atau badan hukum perdata tidak berada dalam

kedudukan yang sejajar. Pemerintah memiliki kedudukan khusus (de

overhead als bijzonder person), sebagai satu-satunya pihak yang

diserahi kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan

kepentingan umum di mana dalam rangka melaksanakan kewajiban

27 Ibid., 309.
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ini, maka kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan

perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau

menerapkan sanksi hukum. Kedudukan pemerintah yang tidak

dimiliki oleh seorang atau badan hukum perdata ini menyebabkan

hubungan hukum antara pemerintah dengan seseorang dan badan

hukum perdata bersifat ordinatif.28 Akan tetapi, meskipun demikian

pemerintah tidak dapat melakukan tindakan hukum secara bebas dan

semena-mena terhadap warga negara, sebab setiap tindakan hukum

pemerintah tetap terikat pada asas yang mendasari tindakan tersebut

yakni asas legalitas.

Dengan adanya wewenang tersebut, pejabat pemerintah sebagai

alat perlengkapan pemerintahan atau pejabat Tata Usaha Negara

dalam melakukan tindakan hukum publik yang bersegi satu maupun

bersegi dua memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan tata

usaha negara dalam tiga macam perbuatan:

a. Tindakan mengeluarkan keputusan (beschikking),

b. Tindakan mengeluarkan peraturan (regeling),

c. Tindakan melakukan perbuatan materiil (materiele daad).29

3. Unsur-unsur Tindakan atau Perbuatan Hukum Pemerintah

Sebagaimana disebutkan bahwa tindakan hukum pemerintah adalah

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah atau administrasi

negara yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu

28 Ridwan, Hukum Administrasi, 120.
29 Triwulan T., Hukum Tata Usaha Negara., 313.
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dalam bidang pemerintahan. Dalam pengertian tersebut menunjukkan

adanya beberapa unsur yang terdapat di dalamnya, antara lain:

a) Perbuatan tersebut dilakukan oleh subjek hukum, yakni organ

pemerintahan atau administrasi negara dalam kedudukannya sebagai

penguasa ataupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan

prakarsa dan tanggungjawab sendiri;

b) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam hal menjalankan fungsi

pemerintahan;

c) Perbuatan tersebut sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di

bidang hukum adminisrasi negara;

d) Perbuatan tersebut dilakukan untuk memelihara kepentingan negara dan

rakyat.30

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, ada salah satu unsur

penting yang seharusnya tidak ditinggalkan terutama dalam kaitannya

dengan konsepsi negara hukum, yakni prinsip wetmatigheid van bestuur

atau asas legalitas,31 yang mana pada prinsipnya tindakan hukum

administrasi tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya

dasar peraturan perundang-undangan (asas legalitas) maka tindakan hukum

pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa

kewenangan. Artinya, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh

suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka organ

30 Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi
Negara di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 18.
31 Ridwan, Hukum Administrasi, 113.
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pemerintah tidak akan memiliki kewenangan yang dapat mempengaruhi

atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat.

Akan tetapi, tidak selalu setiap tindakan pemerintahan tersebut

tersedia peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dalam kondisi

tertentu, terutama ketika pemerintah harus melakukan tindakan cepat untuk

menyelesaikan persoalan konkret yang terjadi di masyarakat, sedangkan

peraturan perundang-undangannya belum tersedia. Maka, dalam kondisi

tersebut pemerintah diberikan kebebasan bertindak (discresioner power)

melalui Freies Ermessen32, yaitu sebagai salah satu sarana yang

memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi

negara untuk bertindak tanpa harus terikat sepenuhnya oleh undang-

undang.

Bahsan Mustafa mendefinisikan bahwa freies ermessen diberikan

kepada pemerintah melihat fungsi pemerintah atau administrasi negara,

yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi

kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan

pemerintah dalam konteks ini lebih diutamakan untuk pencapaian tujuan

atau sasarannya (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang

berlaku (rechtmatigheid).33

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diskresi

atau freies ermessen merupakan segala aktifitas yang melibatkan proses

pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan atau tindakan atas

32 Triwulan T., Hukum Tata Usaha Negara, 310.
33 Aristoni, Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Walfare State, 228.
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inisiatif sendiri, yang tidak terpaku ada ketentuan aturan atau undang-

undang dengan berbagai pertimbangan yang matang, kontekstual dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pembuatan kebijakan ataupun pengambilan keputusan

tersebut yang lebih diutamakan adalah keefektifan tercapainya tujuan dari

pada berpegang teguh kepada ketentuan hukum. Meskipun pemberian

Freies Ermessen kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan

konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi kaitannya

dengan kerangka hukum freies ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa

batas. Dalam pernyataannya, Sjachran Basah mengungkapkan beberapa

unsur freies ermessen dalam suatu negara hukum34, yaitu :

a. ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik;

b. merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;

c. sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;

d. sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;

e. sikap tindak itu dimaksudkan untuk meyelesaikan persoalan-persoalan

penting yang timbul secara tiba-tiba;

f. sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral

Kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun hukum.

Adanya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah

dalam melakukan tindakan atau perbuatan dalam mengambil keputusan

publik tidak serta merta bebas tanpa batas. Sebab, setiap tindakan

34 Syachran Basah, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara, (Bandung:
Alumni, 1992), 68.
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pemerintah telah diatur secara jelas sesuai peraturan yang ada agar tidak

bertindak di luar batas kewenangannya.

C. ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pemahaman mengenai AAUPB tidak hanya dapat dilihat dari segi

kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini juga

timbul dari sejarah. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB

dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara

demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil,

terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan

penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.35

Asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktik

penyelenggaraan negara dan pemerintahan, bukan produk formal suatu

lembaga negara seperti undang-undang. Asas-asas umum pemerintahan

yang baik (AUPB) tersebut lahir sesuai dengan perkembangan zaman

untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Fungsi

AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau

penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).36

35 Muhammad Azhar, “Relevansi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem
Penyelenggaraan Administrasi Negara” Jurnal Vol. XIII, No.2 (September, 2015), 279.
36 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 151.
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Mengutip pendapat Indroharto bahwa AAUPL atau AUPB,37

merupakan bagian dari asas-asas hukum umum yang secara khusus

berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum

pemerintahan.38 F.H. Van Der Burg dan G.J.M Cartigny memberikan

definisi lebih spesifik mengenai AAUPL atau AUPB, yakni sebagai asas-

asas hukum tidak tertulis yang harus diperhatikan oleh badan atau pejabat

administrasi negara dalam melakukan tindakan hukum yang akan dinilai

kemudian oleh Hakim Administrasi.39

Melihat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah berfungsi sebagai

landasan bagi pejabat pemerintah dalam setiap tindakan atau perbuatan

hukum untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan yang baik

atau layak. Selain itu, AUPB juga berfungsi sebagai alat ukur bagi hakim

untuk menilai tindakan hukum pejabat administrasi negara dalam

menjalankan fungsinya.

Selanjutnya diperkuat oleh pendapat Jazim Hamidi yang

menyimpulkan unsur–unsur yang membentuk pengertian AAUPL atau

AUPB, sebagai berikut:40

1. merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam

lingkungan hukum administrasi Negara;

37 AAUPL yang dimaksud oleh beberapa pakar sebagaimana diuraikan dalam penjelasan
berikutnya, sama dengan istilah AUPB yang digunakan dalam dokumen penjelas ini.
38 Paulus Effendi Lotulung, Hukum Administrasi dan Good Governance (Jakarta: Universitas
Trisakti, 2010), 146.
39 Ibid., 80.
40 Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak
(AAUPL) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 24.
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2. berfungsi sebagai pegangan bagi Penjabat Administrasi Negara dalam

menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi Hakim Administrasi

dalam menilai tindakan Administrasi Negara (yang berwujud

penetapan/ beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi

pihak penggugat;

3. Sebagian besar masih merupakan asas–asas yang tidak tertulis, masih

abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan bermasyarakat;

4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis, dan

terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian

dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya

tetap sebagai asas hukum.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asas umum

pemerintahan yang baik memiliki kedudukan penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan, sebab selain menjadi dasar dalam

penyelenggaraan pemerintahan juga sekaligus menjadi tolok ukur

menentukan setiap tindakan atau perbuatan hukum administrasi negara

dalam menjalankan fungsi pemerintahannya adalah sesuai dengan cita-cita

negara good governance.

Berdasarkan pendapat Purbopranoto dan Marbun menyebutkan

bahwa AUPB terdiri atas 13 asas sebagai berikut:41 Asas Kepastian

Hukum; Asas Keseimbangan; Asas Kesamaan dalam Mengambil

Keputusan; Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan; Asas Motivasi

41 Maisara Sunge, “Bentuk-bentuk Perbuatan Pemerintah” Jurnal Inovasi Vol. VI, No. 2 (Juni
2009), 188-190.
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untuk Setiap Keputusan; Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan;

Asas Permainan yang Layak (Fair Play); Asas Keadilan dan Kewajiban;

Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar; Asas

Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal; Asas Perlindungan atas

Pandangan atau Cara Hidup Pribadi; Asas kebijaksanaan;

Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

Konsepsi AAUPB yang telah mendapat pengakuan dalam praktek

hukum di Belanda, yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian

hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan (motivasi), larangan

penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.42

Selain daripada konsepsi AUPB tersebut di atas, Asas Umum

Pemerintahan yang baik juga telah diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan pada pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia

Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan yang

menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi

pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud

meliputi:43

1. Asas Kepastian Hukum; asas kepastian hukum merupakan asas dalam

negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan

perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

42 Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi, 270.
43 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan.
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2. Asas Kemanfaatan; asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus

diperhatikan secara seimbang antara: (a) kepentingan individu yang satu

dengan kepentingan individu yang lain; (b) kepentingan individu

dengan masyarakat;(c) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat

asing; (d) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan

kelompok masyarakat yang lain; (e) kepentingan pemerintah dengan

Warga Masyarakat; (f) kepentingan generasi yang sekarang dan

kepentingan generasi mendatang; (g) kepentingan manusia dan

ekosistemnya; (h) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan; asas ketidakberpihakan adalah asas yang

mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan

tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan; asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang

mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan

dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang

bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau

Tindakan tersebut ditetapkan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; asas tidak

menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap
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Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan

kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain

dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak

mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan; asas keterbukaan adalah asas yang melayani

masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan

pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum; asas kepentingan umum adalah asas yang

mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang

aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan yang Baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan

sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur

dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya norma atau asas-asas umum pemerintahan yang

baik sebagaimana telah dijelaskan secara teoritis tersebut, diharapkan agar

dapat menjadi dasar dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah

secara praktis agar mampu mewujudkan pemerintahan yang clean and

good governance.
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Yang perlu menjadi catatan ialah bahwa asas-asas umum

pemerintahan yang baik tidak terbatas pada beberapa teori yang ada.

Sebab, asas-asas umum pemerintahan yang baik akan berkembang sesuai

kebutuhan berdasarkan konteks yang ada di masing-masing tempat dan

waktu yang berlaku. Hal tersebut tidak menjadi permasalahan selama asas-

asas yang dikembangkan tersebut sesuai dengan hukum dan untuk

kepentingan masyarakat.

D. KEKUASAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN ISLAM

Secara historis konsep kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam

terdapat beberapa konsep, antara lain meliputi :

1. Konsep Imamah/ Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, bentuk jamaknya umam

yang artinya adalah umat, rakyat atau bangsa. Dalam kamus al-

Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata

itulah lahir perkataan imamah. Maka makna imam berarti pemimpin

atau orang yang di depan.

Secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang mempunyai

pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat. Menurut

doktrin Syi’ah, imamah adalah tentang kepemimpinan politik dan
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spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam

keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib.44

Imamah sebagai lembaga politik mempunyai tugas utama yakni

menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur

dunia. Al-mawardi berpendapat bahwa pemilihan imam dilakukan

dengan ijma’ umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain

pemilihan imam dipilih melalui pemilihan yang dilakukan oleh yang

berhak memilih.45

2. Konsep Wilayah Al-Faqih

Wilayah dalam bahasa Arab berarti kedaulatan, kekuasaan,

perwalian dan pengawasan.46 Dalam terminologi syiah, kata ini menjadi

istilah kunci perumusan politik Islam, yang mengindikasikan

kepemimpinan universal. Adapun faqih, secara etimologis, dari bahasa

Arab yang bermakna “seseorang yang baik pemahamannya”. Kata faqih

tidaklah sembarang pengetahuan yang diperoleh seseorang atau ahli

pada umumnya, tetapi tertuju pada kelompok ahli yang khusus, yang

mengambil spesialisasi dalam ilmu fikih. Jadi faqih adalah seorang

mujtahid yang berhak mengeluarkan hukum Islam dan mengeluarkan

fatwa yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Islam yang sah

dari sumber-sumber yang asli.47

44 Abdul Syukur Al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-jejak Peradaban di Barat
dan Timur (Yogyakarta: al-Saufa, 2014), 117.
45 Ibid.
46 Ali Mishkini, Wali Faqih (Jakarta: Risalah Masa, 1991), 24.
47 Ali Mishkini, 24.
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Dengan demikian wilayatul faqih secara sederhana berarti sebuah

sistem pemerintahan yang kepemimpinannya di bawah kekuasaan

seorang faqih yang adil dan berkompeten dalam urusan agama dan

dunia atas seluruh kaum muslimin di ‘Negera Islam’ yang bersumber

dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan

alam semesta. Dalam bentuk aplikatifnya di Iran pemimpin tertinggi

wilayatul faqih ini disebut juga dengan rahbar dan wali al-amr.

Konsepsi wilayah faqih ini, merupakan kelanjutan dari doktrin

kenabian dan imamah. Setelah imam yang kedua belas, konsep

kepemimpinan Syi’ah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga muncul

Wilayatul Faqih yang diderivasi oleh Imam Khomaeni yang

menghasilkan revolusi Iran pada tahun 1979. Syi’ah beranggapan

bahwa eksistensi imam kedua belas mereka dilanjutkan oleh para

sarjana, mujtahid, dan Ayatullah sehingga sang imam muncul

kembali.48

3. Konsep Imarah

Imarah merupakan masdar dari amira yang berarti pemerintahan

kata amir bermakna pemimpin. Pada masa Rasulullah dan Khulafaur

Rasyidin istilah amir digunakan sebagai gelar untuk penguasa daerah

atau gubernur, dan komandan militer (amir al-jaisy atau amir al-

Jund).49. Sementara menurut Ensiklopedi Islam, “Amir memiliki makna

beragam, yakni penguasa, pemimpin, komandan, dan raja”. Atas dasar

48 La Samu, Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah, Tahkim,
Vol XIII, No. 1, Juni 2017, 160.
49 Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqih Siyasah (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 27.
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makna tersebut, amir didefinisikan dengan penguasa yang

melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin.

Kata “Amir” yang bermakna konotatif kepemimpinan politis tidak

digunakan dalam Al-Qur’an, yang ada adalah ulil ‘Amri (Q.S. 4:59),

yang memiliki wewenang dan kekuasaaan dalam mengemban suatu

urusan, baik yang bersifat politik pemerintahan maupun yang profesi,

ataupun urusan yang bersifat ilmiah, juga termasuk syariah.

Secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin umat

muslim muncul dalam pertemuan di saqifah bani sa’idah. Gelar amirul

mukminin disematkan pertama kali kepada Umar bin Khattab yang

menjabat sebagai khalifah saat itu. Pada masa Abbasiyah banyak amir

yang membatasi hubungan dengan pemerintah pusat dan mereka

mendirikan dinasti-dinasti yang berdaulat.50

4. Konsep Sulthaniyah

Kata “Sulthan” yang berakar dari huruf sin-lam dan tha bermakna

leksikal kekuatan dan paksaan.51 Sulthan dalam bahasa Arab adalah

kata benda abstrak yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Kata ini

pada mulanya digunakan hanya sebagai suatu abstraksi. Kata ini

pertama-tama telah diterapkan secara informal untuk menunjuk menteri,

gubernur, atau figur-figur penting lainnya. kata tersebut digunakan

untuk menunjuk khalifah-khalifah, baik dari abbasiyah maupun

50 Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Mu’jam al-
Masa’id al-Kitab al-Arabi Baina Yadaiyik, (Malang: Cendana Pres, 2010), 203.
51 Supriyadi, Perbandingan Fiqih., 28.
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fathimiyah dan telah diberikan untuk pertama kalinya oleh khalifah

Harun al-Rasyid kepada wazimya.

Pada masa pemerintahan Daulat Abbasiyah memiliki sistem

pemerintahan yaitu Sulthah (kekuasan, kerajaan, pemerintahan) yang

terdiri dari tiga lembaga: pertama, al-Sulthah al-Tanfidziyah (lembaga

eksekutif); kedua, al-Sulthah al-Tasyri’iyah (lembaga legislatif); dan

ketiga, al-Sulthah al-Qadlaiyah (lembaga yudikatif).

Kekuatan institusi kesultanan ini mulai muncul dan berkembang

pada masa ketika kaum saljuk yang bermazhab sunni menjadi sebuah

kekuatan politik baru pada abad ke 11. Pada masa-masa ini institusi

khalifah tidak mampu mepertahankan pengaruh politik dan keagamaan

mereka. Sehingga institusi ini tidak mempunyai kekuatan politik yang

kuat seperti kekuatan sebelumnya, yang tersisa hanya kekuatan akan

kekuasaan spiritual. Sedangkan kekuasan politik dikuasai oleh institusi

kesultanan. Pada kenyaatanya khalifah menjadi sebuah simbol,

sedangkan dalam realitas kekuasan politik berada ditangan sultan.52

5. Konsep Khilafah/ Khalifah

Kata khalifah menurut bahasa yang bentuk jama’nya (plural)

khulafa’ dan khalaif adalah berasal dari kata khalafa yang artinya

pengganti, yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam

beberapa persoalan.53 Makna serupa disampaikan al-Maududi bahwa

52 Ibid, 29.
53 J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Cet. Ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 48.
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khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia

sebagai pengganti Rasul.54

Ada pula kata khalifah dengan pengertian umat Islam sebagai

penguasa di muka bumi. Sedangkan Khilafah dalam terminologi politik

Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem

pemerintahan Rasulullah saw. dengan segala aspeknya yang

berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Dengan demikian,

maka Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau

disebut juga dengan Imam a’zham yang sekaligus menjadi pemimpin

Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-

Muslimīn.55

Adapun salah satu tokoh klasik Taqiyyuddin An-Nabhani

menyatakan pendapatnya terkait sifat kepemimpinan dalam kekuasaan

pemerintahan Islam adalah sifat kepemimpinan tunggal, bukan kolektif.

Dalam konsep pemerintahan ini, bahwa Islam mewajibkan hanya ada

satu pemimpin dalam satu bidang, dan tidak membolehkan dalam satu

bidang tersebut adanya pemimpin lebih dari satu orang.56 Berdasarkan

uraian ini menunjukkan bahwa kekuasaan khalifah adalah sangat luas.

Pada dasarnya tugas dan kewajiban yang diemban oleh Khalîfah

sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat

54 Supriyadi, Perbandingan Fiqih, 17.
55 M. Sidi Ritaudin, “Kekuasaan Negara dan Kekuasaan Pemerintahan Menurut Pandangan Politik
Ikhwanul Muslimin”, Jurnal TAPIs, Vol. XII, No. 1 (Januari-Juni 2016), 80.
56 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan Realitas Empirik
(Bangil: Al-Izzah, 1996), 161.
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Islam tertentu, akan tetapi mecakup seluruh umat Islam di dunia.

Kedudukan sebagai kepala negara tersebut adalah mengurus segala

urusan yang sentral, yang memiliki tugas utama melaksanakan

kebijakan politik dan pemerintahan baik di dalam maupun ke luar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah menunjukkan dengan jelas

bahwa khalifah mengemban amanah yang dibebankan di atas pundaknya

sangat berat dan luas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Tugas itu

tidak akan mampu dilaksanakan seorang diri tanpa ada yang

membantunya. Untuk itu, khalifah dalam menjalankan tugasnya dibantu

oleh pembantunya (wazir), dan memilih pembantu kepala negara (wazir)

adalah kewajaran yang dibolehkan (mubah).57 Artinya, bahwa dalam

melaksanakan tugas pemerintahan keberadaan seorang pembantu khalifah

(wazir) sangat dibutuhkan oleh seorang khalifah untuk membantu segala

urusan pemerintahan yang bersifat kompleks.

6. Konsep Wizārah/ Wāzir (Pembantu Khalifah)

a) Pengertian Wazir (Pembantu Khalifah)

Mengutip pendapat al-Mawardi menjelaskan secara rinci asal

usul kata wizarah/wazir. Pertama, istilah wazir berasal dari kata al-

wizar yang berarti al-tsuql yaitu beban, karena wazir memikul tugas

yang dibebankan oleh kepala negara (khalifah) kepadanya. kedua,

terambil dari kata al-wazar berarti tempat kembali (malja’), karena

kepala negara (khalifah) membutuhkan pemikiran dan pendapat atau

57 Hasan Al-Banna, Konsep Pembaruan Masyarakat Islam (Jakarta: Media Dakwah, 1987), 383.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54

bantuan dari wāzir sebagai tempat kembali untuk menentukan dan

memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Ketiga, juga berasal

dari kata al-azr yang berarti al-Zhuhr yaitu punggung, ini sesuai dengan

tugas dan fungsinya sebagai tulang punggung untuk melaksanakan

kekuasaan kepala negara (khalifah).58

Tiga makna yang terkandung dalam kata wazir, tidak ada

satupun yang membenarkan seorang wazir (pembantu khalifah) untuk

bertindak dengan sewenang-wenang. Adapun pendapat para ulama

mengambil dasar-dasar adanya wizarah adalah dengan dua alasan59,

yakni:

1. Firman Allah dalam Al-Qur’an.60

“Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu
Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan
jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.”

Dari ayat tersebut, berdasarkan mafhum aula maka apabila wazir itu

diperbolehkan dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih

diperbolehkan adanya wazir dalam imamah.

2. Karena adanya alasan yang bersifat praktis, yaitu khalifah (imam)

tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya di dalam

mengatur umat tanpa adanya wazir. Dengan adanya wazir, maka

akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta

kesalahan.

58 Iqbal, Fiqh Siyasah, 166.
59 Djazuli, Fiqh Siyasah, 77.
60 Al-Qur’an, 20: 29-32.
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut, menjadi dasar kuat para

ulama untuk membolehkan adanya wazir sebagai pembantu khalifah

untuk membantu khalifah dalam mengemban tugasnya di dalam urusan-

urusan pemerintahan dan kenegaraan.

b) Macam-macam Wizarah (Para Pembantu Khalifah)

Konsep wizarat (para pembantu khalifah) dalam sistem

pemerintahan Islam terbagi menjadi dua, yaitu Wazir al-Tafwidh

(pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan Wazir al-Tanfidz

(pembantu khalifah bidang administrasi).

1) Wazir Tafwīḍhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan)

Wazir al-Tafwidh dijelaskan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab

al-Ahkam al-Sulthaniyah adalah orang yang diangkat dan diserahi

kewenangan oleh imam (khalifah) untuk menjadi pembantu imam

(khalifah) dalam menangani berbagai urusan (negara dan

pemerintahan) dengan pendapatnya, serta memutuskan urusan tersebut

berdasarkan ijtihadnya sendiri.61

Wazir al-Tafwidh merupakan pembantu khalifah yang

membantu dalam semua tugas-tugas kekhilafahan (pemerintahan) dan

memiliki wewenang untuk melaksanakan setiap tugas kekhilafahan.

Baik yang dilimpahkan oleh khalifah ataupun tidak, sebab Wazir al-

Tafwidh telah mendapat penyerahan wewenang secara umum. Akan

61 Imam al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Terj.
Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 45.
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tetapi, Wazir al-Tafwidh wajib melaporkan setiap tindakan yang

sedang dia lakukan kepada khalifah.62 Hal tersebut dikarenakan Wazir

al-Tafwidh merupakan pembantu khalifah dan bukan khalifah itu

sendiri, sehingga tidak independent. Bahkan, Wazir al-Tafwidh harus

melaporkan setiap tindakannya kepada khalifah, baik urusan yang

kecil maupun besar. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar

ketika menjadi wazir Abu Bakar, dimana Umar senantiasa melaporkan

apa yang menjadi kebijakannya kepada khalifah Abu Bakar.

Kemudian dia selalu melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi

keputusan khalifah Abu Bakar.63

Dengan adanya penyerahan wewenang tersebut, maka Wazir al-

Tafwidh memiliki wewenang sebagaimana wewenang khalifah,

dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan wāzir.

Adapun hak-hak atau wewenang yang dimiliki Wazir al-Tafwidh

sebagaimana dijelaskan Imam al-Mawardi dalam Ahkam Sulthaniyah

adalah sebagai berikut:

1. Wazir al-Tafwidh diperbolehkan memberikan keputusan hukum

sendiri dan melantik hakim.

2. Wazir al-Tafwidh diperbolehkan menjadi komandan perang dan

melantik seseorang untuk menjadi panglima perang.

62 An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, 173.
63 Ibid., 178.
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3. Wazir al-Tafwidh diperbolehkan menangani segala urusan yang

direncanakannya, baik terjun secara langsung maupun menugaskan

orang lain untuk menanganinya.64

Kewenangan di atas juga sebagaimana pendapat An-Nabhani.

Bahkan, Taqiyyuddin an-Nabhani menambahkan kewenangan wazir

al-tafwidh dengan kewenangannya memberi pendapat dalam masalah

yang berkaitan dengan madzalim serta menunjuk wakil dalam masalah

ini.65

Selain ketiga kewenangan di atas, penyerahan wewenang oleh

imam (khalifah) kepada Wazir al-Tafwidh membenarkan dirinya untuk

melakukan tugas-tugas imam (khalifah). Akan tetapi dalam hal ini,

semua keputusan mutlak setiap kebijakan tetap berada pada kekuasaan

imam (khalifah). Segala sesuatu yang disahkan dilakukan oleh imam

(khalifah), juga sah dilakukan oleh Wazir al-Tafwidh, kecuali dalam

tiga hal yaitu mengangkat dan menunjuk seorang pengganti;

meletakkan jabatan langsung kepada umat; dan memecat pejabat yang

dilantik oleh imam (khalifah).66

Berdasarkan luas dan besarnya wewenang dan tanggung jawab

yang dimiliki seorang Wazir al-Tafwidh, maka syarat yang harus

dipenuhinya harus sama dengan syarat seorang imam (khalifah).

64 al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 50.
65 An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, 180.
66 al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 51.
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Wazir al-Tafwidh haruslah seorang mujtahid, karena ia harus

mengeluarkan dan memutuskan hukum berdasarkan ijtihadnya.67

Berdasarkan kewengan tersebut di atas, menunjukkan bahwa

wewenang Wazir al-Tafwidh sebagai pembantu khalifah sangat luas.

Hal ini disebabkan adanya mandat yang diberikan khalifah kepada

Wazir al-Tafwidh untuk mengurus segala urusan kenegaraan dan

pemerintahan secara kompleks. Wazir al-Tafwidh dalam menjalankan

kewenangannya adalah bertindak sebagaimana tugas yang diemban

khalifah dalam menjalankan amanah pemerintahan. Meskipun

demikian, dengan melihat kedudukannya yakni sebagai pembantu

khalifah, maka segala tindakan atau keputusan kebijakan yang akan

atau telah dikerjakan oleh Wazir al-Tafwidh adalah tetap berdasarkan

pada keputusan khalifah sendiri sebagai bentuk kontrol khalifah

terhadap Wazir al-Tafwidh nya. Hal ini menunjukkan bahwa yang

bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyat atau negara adalah

tetap di tangan kekuasaan khalifah secara mutlak.

2) W azir Tanfīdzi (pembantu khalifah bidang administrasi)

Wazir al-Tanfidz adalah seorang wazir (pembantu) yang

diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam urusan

operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan

67 Iqbal, Fiqh Siyasah, 170.
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tugas-tugasnya. Wazir al-Tanfidz adalah seorang mediator (perantara)

yang menjadi penghubung antara imam/ khalifah dengan rakyat.68

Tugas seorang Wazir al-Tanfidz adalah melaksanakan perintah

imam (khalifah), merealisasikan titahnya, menindaklanjuti

keputusannya, menginformasikan pelantikan pejabat, mempersiapkan

pasukan, serta melaporkan informasi-informasi penting dan actual

kepada imam (khalifah) agar ia dapat menanganinya sesuai perintah

imam (khalifah). Dengan demikian, maka Wazir al-Tanfidz hanya

berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh imam

(khalifah) dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam

(khalifah), sebab kedudukan Wazir al-Tanfidz adalah tidak lebih dari

seorang mediator (duta).69 Oleh karena itu, posisi Wazir al-Tanfidz

adalah lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat baginya.

Syarat menjadi seorang Wazir al-Tanfidz adalah harus memiliki

tujuh sifat utama, yaitu; amanah, jujur, tidak bersikap rakus dengan

harta agar tidak menjadikannya mudah menerima suap, tidak senang

bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain, harus seorang laki-

laki, cerdas dan cekatan, serta ia bukan tipe orang yang suka menuruti

hawa nafsunya yang dapat menyelewengkannya dari kebenaran.70

Dalam hal ini, berbeda dengan Wazir al-Tafwidh dimana

kewenangan berdasarkan tugas yang dimilikinya, maka Wazir al-

Tanfidz memiliki ruang lingkup wewenang yang sangat lemah dan

68 al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah, 52.
69 Ibid, 53.
70 Ibid.
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terbatas. Keterbatasan wewenang tersebut disebabkan kedudukan

Wazir al-Tanfidz adalah sebatas pembantu khalifah dalam urusan

administrasi yakni penghubung atau mediator saja.

3) Perbedaan Wāzir Tafwīḍh dan Wāzir Tanfīdẓ

Adanya pembagian wazir (pembantu imam/khalifah) dalam

sistem pemerintahan Islam, maka terdapat pula perbedaan di antaranya

keduanya, baik perbedaan syarat-syarat pelantikan maupun perbedaan

wilayah kewenangan. Adapun beberapa perbedaan wilayah

kewenangan antara wāzir tafwīḍh dengan wāzir tanfīdẓ. Adapun

kewenangan wāzir tafwīḍh adalah sebagai berikut:

1. Boleh memutuskan suatu hukum sendiri, menangani kasus-kasus

kedzaliman, dan mengurus pasukan perang;

2. Boleh melantik atau menunjuk pejabat;

3. Boleh menjadi komandan perang, serta mengatur strategi perang;

4. Boleh mengelola/mendayagunakan harta kekayaan negara di Baitul

Mal (kas negara), baik dengan cara menyimpan maupun

mengeluarkannya.71

Kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh wāzir tanfīdẓ. Karena

perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus

dipenuhi wāzir tafwīḍh, yaitu haruslah seorang yang merdeka; harus

beragama Islam; harus menguasai pengetahuan tentang hukum-hukum

71 Ibid., 55.
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syari’at; dan harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan peperangan

dan perpajakan (kharaj).72

Dari uraian ini, dapat ditarik benang merah bahwa di atara kedua

wazir (pembantu khalifah) di atas terdapat perbedaan signifikan, mulai

dari syarat pelantikan hingga kewenangan yang dimiliki oleh masing-

masing wazir, yakni Wazir al-Tafwidh dan Wazir al-Tanfidz. Adanya

perbedaan tersebut adalah untuk menjalankan fungsi masing-masing

sebagai pembantu khalifah dalam mengurus urusan pemerintahan agar

berjalan dengan sebaik-baiknya.

4) Peran Wazir (Pembantu Khalifah) dalam Pemerintahan Islam

Dalam sejarah Islam, pada masa Rasulullah SAW kedudukan

wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran Abu Bakr dalam

membantu Rasulullah SAW menjalankan tugas-tugas kerasulan dan

kenegaraan, di mana Abu Bakr berperan penting sebagai partner setia

nabi Muhammad SAW. Di anatara salah satu yang tercatat dalam

sejarah adalah kesetiannya yang selalu menemani nabi Muhammad

SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dan sesampai di Madinah, Abu

Bakr juga -selain tentunya sahabat-sahabat lainnya- sering dijadikan

sebagai teman bermusyawarah dalam memutuskan berbagai persoalan

umat. Sampai akhirnya pada masa terakhir kehidupan Rasulullah

72 Ibid., 56.
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SAW, Abu Bakr juga menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat

Islam shalat berjamaah.73

Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad SAW, sahabat pertama

yang mendapat kepercayaan dan amanah menggantikan kedudukan

Nabi sebagai khalifah adalah Abu Bakr, dan kedudukan wazir

diperankan oleh ‘Umar ibn al-Khaththab sebagai pembantu setia

kalifah Abu Bakr. Meskipun dalam praktiknya kedudukan wazir telah

diperankan oleh para sahabat, akan tetapi istilah wazir sendiri belum

dikenal saat itu.

Peran yang sama juga dimainkan oleh ‘Usman ibn ‘Affan dan

‘Ali ibn Abi Thalib sebagai wazir ketika ‘Umar ibn al-Khaththab

menjadi khalifah menggantikan kedudukan Abu Bakr. Khalifah ‘Umar

lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kedua

sahabat ini dalam urusan kebijaksanaan politik. Sesuai dengan

perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, khalifah

‘Umar melakukan berbagai perbaikan sistem pemerintahan negara,

dengan mulai adanya pembentukan lembaga-lembaga formal seperti

departemen dengan fungsi-fungsi khusus. Khalifah ‘Umar

mengangkat beberapa sahabat yang profesional dan memiliki

kemampuan untuk menangani urusan-urusan kenegaraan. Namun

demikian, pada masa ini juga masih belum dikenal istilah wazir

73 Abd al-Wahid al-Najjar, Al-Khulafa’ al-Rasyidin (Dar al-Kutub al-Ilmiyat, Bairut, 1990), 315.
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sebagai pembantu khalifah. Adapun lembaga formal yang dibentuk ini

adalah disebut dengan diwan.74

Pada masa dinasti Bani Umaiyah juga tidak terdapat perubahan

yang prinsip di dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem

pemerintahannya yang terjadi perubahan dari sistem demokrasi

egalitarian (syura) menjadi monarki absolut. Pada masa pemerintahan

ini hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang

telah ada pada masa khalifah ‘Umar ibn al-Khaththab. Hanya saja

pada pelaksanaannya lembaga tersebut dinamakan katib.75

Setelah masa pemerintahan Bani Umayyah mengalami

kehancuran, kemudian pemerintahan Islam dikuasai oleh Bani

Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbas inilah istilah wazir

mulai digunakan untuk lembaga formal kenegaraan. Wazir pertama

yang diangkat oleh khalifah Abu al-Abbas al-Saffah pada masa

tersebut adalah Abu Salamah al-Khallal.76 Kepadanya khalifah

melimpahkan sebagian tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan. Dia

menjalankan tugas-tugas tersebut atas nama khalifah.

74 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014), 167.
75 Ibid., 168.
76 Ibid., 169.
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BAB III

KEWENANGAN KEMENDAGRI DAN MEKANISME DALAM

PEMBUBARAN ORMAS ATAS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

NO. 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Kelembagaan Kementerian Dalam Negeri

1. Pengertian Kementerian Negara

Indonesia adalah sebuah negara yang menjalankan sistem

pemerintahan Presidensial, yang mana kekuasaan pemerintahan sepenuhnya

berada di tangan eksekutif yang dipegang oleh Presiden dan dibantu oleh para

Menteri. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara

tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyatakan:

(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara

diatur dalam undang-undang.1

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah peraturan

perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Undang-Undang ini

mengatur semua hal tentang Kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas

pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan,

penggabungan, pemisahan atau penggantian, pembubaran/penghapusan

1 Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah

non-kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan

pemberhentian menteri.

Menurut Undang-Undang No.39 tahun 2008 mengenai Kementerian

Negara tentang kedudukan dan urusan pemerintahan dalam ketentuan pasal

(2) bahwa Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik

Indonesi.2 Kemudian pada pasal (3) bahwa Kementerian berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Presiden.3 Yang dimaksud dengan “berada di

bawah” dalam ketentuan ini adalah kedudukan kementerian dalam struktur

pemerintahan.

Kedudukan Kementerian Negara tidak tergantung pada dewan

melainkan tergantung pada Presiden. Meskipun kedudukan Menteri Negara

tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa

sebab Menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah

(power executief) dalam praktek. Sebagai pemimpin Departemen, Menteri

mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya.

Sehubung dengan itu, Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap

Presiden dalam menentukan politik Negara yang mengenai Departemennya.4

Untuk menetapkan politik Pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan

Negara para Menteri bekerja bersama satu sama lain di bawah pimpinan

Presiden. Pasal 17 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap

2 Pasal 2 UU RI No. 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
3 Pasal 3 UU RI No. 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.
4 Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum, 246.
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menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”. Dengan kata lain,

bahwa setiap kementerian negara masing-masing mempunyai tugas sendiri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, menjelaskan bahwa

Kementerian Negara Republik Indonesia diklasifikasikan berdasarkan urusan

pemerintahan yang ditanganinya. Kementerian yang menangani urusan

pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas

disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian

Pertahanan.5

Melihat kedudukan Kementerian Negara dalam konteks sistem

pemerintahan presidensiil sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa

menteri-menteri bukanlah pegawai tinggi biasa, sebab setiap menteri

membidangi urusan pemerintahan tertentu.6 Artinya, bahwa setiap menteri

berkedudukan sebagai pemimpin kementerian masing-masing. Dalam hal ini,

Menteri-menteri sesuai kedudukannya adalah berada di bawah presiden,

artinya presiden memiliki hak untuk mengangkat maupun memberhentikan

secara langsung kepada Menteri-menteri yang ditunjuknya. Maka, setiap

tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh kabinet/

kementerian adalah bertanggung jawab langsung kepada presiden. Karena

wewenang yang dimiliki untuk melakukan setiap tindakan atau perbuatan

5 Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
6 Triwulan T., Hukum Tata Usaha Negara, 117.
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pemerintahan adalah adanya pelimpahan wewenang yang diberikan langsung

oleh presiden melalui delegasi.

2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) termasuk salah satu Kementrian

yang mengurus urusan dalam negeri. Mendagri merupakan salah satu tiga

kementrian yang disebut secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 disamping

Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Pertahanan. Keberadaan

Kementrian Dalam Negeri tidak bisa diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Mendagri sudah ada sejak zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942

yang disebut Departement Van Binnenlands Bestuur yang tugasnya meliputi

jabatan kepolisian, transmigrasi dan agraria. Kemudian pada saat

kependudukan Jepang di Indonesia nama tersebut diganti dengan Naimubu

yang bertugas di bidang urusan agama, sosial, kesehatan, pengajaran dan

kebudayaan. Sajak tanggal 19 Agustus 1945 tugas Naimubu dipecah

menjadi:7

1. Departemen dalam negeri, termasuk urusan agama yang dalam

perkembangannya urusan agama dilepaskan dari departemen dalam negeri.

2. Departemen sosial

3. Departemen kesehatan

4. Departemen pendidikan, pengajaran dan kebudayaan

5. Departemen dalam negeri yang dibentuk saat kabinet presidensial tahun

1945.

7 Kementerian Dalam Negeri, “Sejarah Kemendagri”, https//id.m.wikipedia.org; diakses tanggal
27 Oktober 2014.
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Keberadaan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur

Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa nomenklatur Departemen

Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri.8 Sesuai peraturan

perundang-undangan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun

2015 tentang Kementrian Dalam Negeri, bahwa Kementerian Dalam Negeri

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam

negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

negara.9

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik
dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi
kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan
pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan
daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Kementerian Dalam Negeri;

d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri;

e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;

f. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi,
dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan
dalam negeri;

8 Pasal 1 Permendagri No. 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri.
9 Pasal 2 Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri.
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h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang
pemerintahan dalam negeri;

i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.10

Melihat ketentuan tugas Kemendagri yang berfungsi dalam perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum,

disamping juga berfungsi sebagai koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri menunjukkan adanya kewenangan yang dimiliki oleh

pemerintah dalam segala hal urusan yang terkait dengan ormas.

Berdasarkan peraturan presiden nomor 11 tahun 2015 tentang

Kementrian Dalam Negeri terdapat susunan organisasi kementrian dalam

negeri, antara lain:

1) Sekretariat jenderal
2) Direktorat jenderal politik dan pemerintahan umum
3) Direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan
4) Diretktorat jenderal otonomi daerah
5) Direktorat jenderal bina pembangunan daerah
6) Direktorat jenderal bina pemerintahan desa
7) Direktorat jenderal bina keuangan daerah
8) Direktorat jenderal bina pemerintahan desa
9) Direktorat jenderal bina keuangan daerah
10) Direktorat jenderal pendudukan dan pencatatan sipil
11) Inspektorat jenderal
12) Badan penelitian dan pengembangan
13) Badan pengembangan sumber daya manusia
14) Staf ahli bidang hukum dan kesatuan bangsa
15) Staf ahli bidang pemerintahan
16) Staf ahli bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga;
17) Staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan;
18) Staf bidang aparatur dan pelayanan publik.11

10 Pasal 3 Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri.
11 Pasal 4 Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang kementrian dalam negeri.
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Sesuai susunan organisasi Kemendagri yang diatur dalam Peraturan

Presiden nomor 11 tahun 2015 tersebut bahwa segala urusan yang berkaitan

dengan keorganisasian masyarakat adalah berada di bawah tanggungjawab

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang dipimpin oleh

Direktur Jenderal yang bertanggungjawab langsung kepada menteri yakni

Menteri Dalam Negeri.

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Direktorat Jenderal

Politik dan Pemerintahan Umum dalam penyelenggaraan pemerintahan

meliputi:

a. perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan
pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan
dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan
fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;

d. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi
masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi
Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional,
pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku
dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta
fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan
pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan
dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
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dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan
pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan
dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional,
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras,
dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial;

g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.12

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas sudah

sangat jelas bahwa Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

dalam penyelenggaraan urusan politik dalam negeri dan pemerintahan umum

terkait ormas telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, Ormas dalam segala hal urusannya baik kegiatan atau lain

sebagainya adalah berada di bawah tanggungjawab Kemendagri di bidang

politik dan pemerintahan umum.

B. Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Masyarakat modern dewasa ini lebih mengutamakan rasionalitas efektivitas

dan efisiensi sebagai nilai-nilai moral yang tinggi. Peradaban modern pada

hakikatnya sangat bergantung pada organisasi sebagai bentuk pengelompokan sosial

yang paling rasional dan efisien. Organisasi menggabungkan sumber daya tenaga

manusia yang dimilikinya dengan sumber daya lain, yaitu dengan menjalin para

pemimpin, kelompok pengikut atau pekerja, dan sistem serta struktur.13

12 Pasal 10 Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang kementrian dalam negeri.
13 Amitai Etzioni, Organisasi-Organisasi Modern (Jakarta: UI Press, 1985), 1.
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Organisasi menurut Burhan Bungin yang mengutip pendapat De Vito adalah

suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan

tersebut, maka dibuat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.14

Organisasi juga di artikan sebagai alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau

cara tertentu. Mencapai tujuan (ideologi) melalui cara tertentu (politik) tidak

mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa

dukungan masyarakat yang luas. Sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang

menyatukan kekuatan setiap anggotanya, dimana masyarakat dan kepemimpinan

bersama-sama dalam satu komando untuk mencapai sebuah tujuan yang sama.

Hal itu sesuai dengan teori kemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh

Oran Young yang dikutip oleh Arbi Sanit bahwa, “Teori kemasyarakatan yang

disusun oleh kaum pluralisme menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun

dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok. Kelompok tersebutlah yang

dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat.”15

Berbeda dengan konsep masyarakat yang dikemukakan oleh Arbi Sanit,

pendapat Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang bahwa: Rakyat sebagai

sebuah kesatuan individu yang beraneka ragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita,

dan lain-lainnya) yang hidup dalam keteraturan.16 Berdasarkan konsep di atas,

masyarakat yang terbentuk dari kelompok-kelompok menurut Arbi Sanit tidak

terlepas dari konsep rakyat pendapat Antonius, dimana kelompok-kelompok tersebut

merupakan himpunan individu-individu yang bersatu untuk berinteraksi melakukan

14 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi
di Masyarakat (Jakarta: Kencana, 2006), 277.
15 Arbi Sanit, Swadaya Politik Masyarakat: Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat,
Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi (Jakarta: Rajawali, 1985), 35.
16 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Cet. I
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 133.
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aktivitas organisasi. Aktivitas organisasi masyarakat adalah berkaitan langsung

dengan kepentingan keseluruhan anggota atau pendukung organisasi itu sendiri.17

Maka kedua konsep tersebut memiliki satu titik persamaan yaitu mencapai

kepentingan sebagai satu tujuan yang sama dalam organisasi.

Organisasi berkembang secara pesat di negara Indonesia, salah satunya

adalah organisasi kemasyarakatan (selanjutnya di sebut Ormas). Ormas merupakan

suatu gerakan politik yang pada prinsipnya juga bentuk dari partai yang didirikan

dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,

kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam

pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.18

Keberadaan organisasi kemasyarakatan diyakini mampu menjadi

perekat kebangsaan. Institusi non-pemerintah yang didirikan dan dibentuk

oleh masyarakat tersebut dipandang dapat menjembatani antara kepentingan

rakyat dan negara. Ormas dirasa mampu menjadi media penyalur aspirasi di

tengah melemahnya kepercayaan terhadap partai politik.19 Artinya, bahwa

keberadaan Ormas saat ini menjadi sangat penting, melihat peran Ormas saat

ini yang cenderung terlihat elitis, yaitu sebagai lembaga yang mampu

memengaruhi keputusan atau kebijakan politik negara.

17 Sanit, Swadaya Politik Masyarakat, 43.
18 Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
19 Yohan Wahyu, “Gerak Ormas dalam Politik Kebangsaan”;
https://nasional.kompas.com/read/2015/08/04/16150071/Gerak.Ormas.dalam.Politik.Kebangsaan?
page=all ; diakses tanggal 13 Desember 2017.
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2. Organisasi Kemasyarakatan Menurut UU No. 16 Tahun 2017

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang

Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) maka

dapat terlihat jelas tentang arti dan fungsi daripada organisasi-organisasi

kemasyarakatan yang hidup dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keberadaan ormas merupakan perwujudan dari hak yang dijamin

secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Hal ini secara tegas ditentukan dalam konstitusi UUD

1945 sebelum maupun sesudah amandemen. Pasal 28 UUD 1945

menentukan adanya jaminan “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan

dengan undang-undang”. Selanjutnya, Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun

1945, mengatur bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.20

Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan

pendapat tersebut dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan

bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil

dan politik.21 Konstitusi juga menentukan bahwa hak tersebut lebih lanjut

diatur dengan undang-undang (UU). Oleh karena itu, penting untuk

memeriksa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

20 Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
21 Catur Wibowo dan Herman Harefa, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh
Pemerintah”, Jurnal Bina Praja, Vol. VII, No. 1 (Maret, 2015), 3.
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pendirian/pembentukan, pengelolaan dan pembubaran dalam Organisasi

Kemasyarakatan.

Implementasi dari hak berserikat dan berkumpul dalam sebuah

organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu tidak dapat dicapai jika tidak

bergabung dalam suatu perkumpulan, hal ini seperti yang dikemukakan

Richard H. Hall bahwa:

“The answer to why we have organizations is simple: to get things
done. We have organizations to do things that individuals cannot do
by themselves.”22 (Jawaban untuk apa kita memiliki organisasi
adalah sederhana: untuk menyelesaikan sesuatu. Kami memiliki
organisasi untuk melakukan hal-hal yang individu tidak bisa
dilakukan sendiri).

Dalam hal keberadaan ormas di Indonesia dalam kerangka integritas

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti yang diatur dalam

ketentuan konstitusi mempunyai tujuan dan kepentingan tertentu yaitu sesuai

dengan tujuan nasional.

Bentuk Ormas lebih lanjut diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017,

bahwa Ormas merupakan lembaga non-pemerintahan yang keberadaannya

sangat diperlukan dalam sebuah negara demokrasi dan berfungsi sebagai

salah satu wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran anggota

masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam meningkatkan

keikutsertaannya secara aktif guna mewujudkan masyarakat adil dan

makmur.

Keberadaan ormas sebagai penyaluran anggotanya untuk berperan

serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan

22 Richard H. Hall, Organization: Structure and Process (New Jersey: Prentice-Hall, 1982), 4.
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kerangka NKRI. Dengan demikian Ormas dapat disebut sebagai suatu bentuk

pengejawantahan suatu hubungan antar individu sebagai suatu anggota

organisasi dalam mewujudkan kepentingan dirinya dalam suatu organisasi

tersebut atau pada masyarakat luas. Etzioni mengemukakan definisi penting

tentang organisasi seperti yang dikutip oleh Richard H. Hall sebagai berikut,

“Organizations are social units (or human groupings) deliberately
constructed and reconstructed to seek specific goals. (emphasis
added.”23 (bahwa organisasi merupakan unit sosial (atau kelompok
manusia) yang sengaja dibangun dan direkonstruksi untuk mencari
tujuan tertentu).

Hal ini didukung oleh pendapat Scott, yang menambahkan unsur

penting lainnya pada definisi organisasi yaitu:

“… organizations are defined as collectivities… that have been
established for the pursuit of relatively specific objectives on a more
or less continuous basis. It should be clear… however, that
organizations have distinctive features other than goal specifity and
continuity. These include relatively fixed boundaries, a normative
order, authority ranks, a communication system, and an incentive
system which enables various types of participants to work together in
the pursuit of common goals”.24

(organisasi didefinisikan sebagai kolektivitas yang telah dibentuk
untuk mengejar tujuan yang relatif spesifik dengan basis yang kurang
lebih berkelanjutan. Harus jelas bahwa organisasi memiliki ciri-ciri
berbeda selain dari spesifikasi dan kontinuitas tujuan. Ini termasuk
batas-batas yang relatif tetap, tatanan normatif, pangkat otoritas,
sistem komunikasi, dan sistem insentif yang memungkinkan berbagai
jenis peserta untuk bekerja bersama dalam mengejar tujuan bersama).

Scott juga menambahkan elemen batasan-batasan organisasi dalam

definisi asli dari organisasinya tersebut yang kemudian menjadi komponen

penting dalam pembangunan konseptualisasi organisasi. Dengan demikian,

pengertian umum yang dikemukakan Etzioni dan Scott mengenai organisasi

23 Ibid., 28.
24 Ibid., 30.
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dapat disimpulkan sebagai sebuah perkumpulan individu-individu

(masyarakat) dengan batas-batas relatif yang dapat diidentifikasi berdasarkan

tatanan normatif (peraturan), jajaran otoritas (hirarki), sistem komunikasi,

koordinasi dan keanggotaan sistem (prosedur). Kolektivitas ini memiliki

landasan yang bersifat relatif terus menerus dalam suatu lingkungan, dan

terlibat dalam aktivitas yang biasanya terkait dengan serangkaian tujuan,

serta kegiatan memiliki hasil bagi anggota organisasi, baik untuk organisasi

itu sendiri maupun untuk masyarakat.

Berdasarkan definisi teori organisasi tersebut maka konsep umum

terhadap organisasi itu juga melekat secara yuridis dalam pengertian Ormas

sesuai Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 yaitu:

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi
Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi
yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945”.25

Pembentukan ormas oleh masyarakat merupakan suatu jaminan

konstitusional bagi warga negara Indonesia secara kolektif. Secara sukarela

atas dasar kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,

dan tujuan dalam hal ini mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan

masing-masing individu dalam hubungannya antar anggota atau antar ormas

lainnya yang di dalamnya terdapat sistem komunikasi, koordinasi dan

keanggotaan sistem (prosedur). Peran serta ormas itu tampak pada

25 Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
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aktivitasnya terhadap lingkungan masyarakat sesuai dengan ruang

lingkupnya yang hasil kegiatan ormas tersebut berguna bagi individu anggota

ormas, baik ormas itu sendiri maupun masyarakat. Batas-batasnya adalah

semua kegiatan itu dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 telah disebutkan dengan jelas

pengaturan yang terdapat di dalamnya mengenai asas, ciri, dan sifat Ormas

yang diatur dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Pasal 2 menyatakan bahwa

asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini mengandung arti bahwa

Ormas tidak boleh menetapkan asas lain selain Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam

pasal 3 mengatur tentang ciri Ormas bahwa ormas dapat mencantumkan ciri

tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Demikian pula pada pasal 4 menetapkan bahwa sifat

Ormas adalah sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

Tujuan dan fungsi Ormas sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal

6. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan Ormas adalah untuk meningkatkan

partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada

masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan
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budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan

lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong,

dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; menjaga, memelihara, dan

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan mewujudkan tujuan

negara.26

Sebagaimana tujuan tersebut, maka Ormas dapat berfungsi sebagai

sarana penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan

organisasi; pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan

organisasi; penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat;

pemenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara,

menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.27

Berdasarkan tujuan dan fungsinya, maka Ormas juga mempunyai

kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 21 yaitu:

a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan
serta memberikan manfaat untuk masyarakat;

d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam
masyarakat;

e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.28

26 Pasal 5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
27 Pasal 6 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
28 Pasal 21 Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal-pasal

sebagaimana tersebut di atas yang telah diatur dalam UU Ormas, maka Ormas

dalam melaksanakan kegiatan organisasi kemasyarakatan harus sesuai dengan

tujuan dan fungsinya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berasas Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Mekanisme Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang No. 16

Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Secara substansi yang terkandung dalam Undang-Undang No. 16 Tahun

2017 salah satunya adalah mengatur tentang prosedur atau mekanisme

pembubaran ormas. Undang-Undang Ormas No. 16 Tahun 2017 tersebut

merupakan refisi Undang-undang sebelumnya yakni UU No. 17 Tahun 2013

tentang organisasi kemasyarakatan. Alasan pemerintah melakukan perubahan

atas undang-undang tersebut antara lain:

1. Terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif,

karena UU No. 17 Tahun 2013 belum mengatur secara komprehensif

mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD

Tahun 1945.

2. UU No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan belum

menganut asas contrarius actus, sehingga tidak efektif pemerintah untuk

menerapkan sanksi terhadap ormas yang menganut, mengembangkan, serta

menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan

UUD Tahun 1945.
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemerintah melakukan perubahan

pada beberapa pasal yang diatur dalam Undang-Undang Ormas No. 16 Tahun

2017. Dalam ketentuan pasal 1 menjelaskan bahwa Organisasi

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan

kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.29 Dari pasal tersebut

tampak bahwa terjadi perluasan batasan makna, bahwa Ormas yang didirikan

tidak terbatas harus sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945 saja,

melainkan juga harus berdasarkan asas pancasila.

Perubahan juga terdapat pada ketentuan pasal 59 tentang larangan-

larangan Ormas, yaitu:

(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan

nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pernerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain

atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau
bendera Ormas; dan/atau

c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai
politik.

(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan

dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan / atau

b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

29 Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
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(3) Ormas dilarang:
a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau

golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama

yang dianut di Indonesia;
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan

ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
dan/atau

d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau
organisasi terlarang;

b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

c. menganut, mengembangkan, serta. menyebarkan ajaran atau paham
yang bertentangan dengan Pancasila.30

Dalam hal ormas melanggar ketentuan pasal tersebut di atas, maka ada

2 sanksi yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Sanksi tersebut adalah sanksi

administratif dan sanksi pidana.31 Sanksi administratif terdiri atas:32 a.

peringatan tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/ atau c. pencabutan surat

keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Peringatan tertulis yang diberikan pemerintah kepada ormas yang

melanggar aturan perundang-undangan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam

jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan oleh ormas yang bersangkutan,

maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. Dan

apabila ormas bersangkutan tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan

30 Pasal 59 ayat 1-4 UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
31 Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
32 Pasal 61 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
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tersebut, maka pemerintah dapat melakukan pencabutan SKT (surat

keterangan terdaftar) atau pencabutan status badan hukum melalui Menteri

dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

dan hak asasi manusia.33 Selanjutnya dalam ketentuan pasal 80A menegaskan

bahwa pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud adalah

sekaligus dinyatakan bubar.34

Selain mengubah beberapa pasal tersebut di atas, pemerintah juga

menghilangkan atau menghapus beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai

lagi dengan kebutuhan dalam menghadapi konflik ormas yang tercantum di

dalam UU Ormas No. 17 Tahun 2013. Adapaun beberapa pasal yang dihapus

adalah mulai pasal 63 sampai dengan pasal 80, dan pasal 81. Kemudian

terdapat pula beberapa pasal yang disisipkan yaitu antara pasal 80 dan pasal

81 disipkan 1 (satu) pasal, diantara pasal 82 dan pasal 83 disisipkan 1 (satu)

pasal, diantara pasal 83 dan pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal.

Di samping itu, pemerintah juga menambahkan pasal terkait sanksi

pidana bagi ormas yang melanggar aturan perundang-undangan. Ketentuan

pidana telah dicantumkan dalam Bab XVIIA yang disisipkan diantara pasal

82 dan pasal 83, yaitu ketentuan pasal 82A ayat 1 sampai dengan ayat 3.

Dari penjelasan tentang prosedur atau mekanisme pembubaran Ormas

secara substansi yang terkandung dalam UU No. 16 Tahun 2017 Tentang

Ormas tersebut cukup jelas memberikan gambaran bahwa perubahan yang

dilakukan oleh pemerintah atas UU No. 17 Tahun 2013 adalah mengambil

33 Pasal 62 ayat 1-3 UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
34 Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
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langkah cepat untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang dihadapi di

masyarakat terkait Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia pada masa ini.

Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa pasal yang dihapus dari

ketentuan UU No. 17 Tahun 2013, serta menambahkan beberapa pasal

tentang ketentuan sanksi yang sangat tegas sebagaimana dituangkan dalam

UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas tersebut.

D. Kewenangan Kemendagri dalam Pembubaran Ormas Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi

Kemasyarakatan

Setelah melihat secara utuh prosedur (mekanisme) pembubaran

Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka kita akan mengetahui

letak kewenangan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembubaran Ormas

yang melanggar peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintahan

adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan

tugasnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya,

wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki landasan untuk mengambil

tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni

terwujudnya tindakan kesewenang-wenangan (onwetmatig).

Implikasi hukum yang akan terjadi jika ormas melanggar hal-hal yang

telah disebutkan, maka ormas tersebut berhak untuk diberikan sanksi oleh

pemerintah. Sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, sanksi

yang diberikan bisa berupa sanksi administratif dan sanksi pidana untuk
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ormas yang tidak bertanggung jawab serta melakukan pelanggaran hukum.

Pemberian sanksi administratif sesuai dengan pasal 61 undang-undang

nomor 16 tahun 2017 dapat diberikan berupa pemberian surat peringatan

tertulis, penghentian kegiatan ormas, dan pencabutan surat keterangan

terdaftar atau pencabutan status badan yang berimplikasi pada pembubaran

Ormas yang bersangkutan.35

Selain sanksi administrasi, ormas yang melanggar aturan juga mendapat

sanksi pidana atau pertanggung jawaban pidana. Hal-hal yang dilakukan

ormas yang berdampak pada sanksi pidana yaitu: melakukan tindakan

kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak

fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/ atau; melakukan kegiatan yang

menjadi tugas dan wewenang penegak hukum maupun melakukan

pelanggaran hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Sanksi pidana yang diberikan kepada ormas sesuai dengan

pelanggaran yang dilakukan.

Pemberian sanksi secara bertahap diharapkan agar ormas bisa

mengikuti arahan yang diberikan. Namun dalam realita di negara Indonesia

terdapat beberapa ormas yang tidak mengindahkan peringatan yang diberikan,

sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan

ketentuan pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Selain itu, sejalan dengan ditetapkannya Pancasila dan Undang-Undang

35 Pasal 61 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai asas dan wadah bagi

ormas, maka pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan

pembinaan terhadap Ormas tersebut. Pembinaan yang dimaksud sebagaimana

tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986

bahwa pembinaan Ormas diperlukan dalam rangka membimbing,

mengayomi, dan mendorong ormas ke arah pertumbuhan yang sehat dan

mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat UU Ormas.36

Selanjutnya diatur juga dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 17

Tahun 2013 bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki

wewenang melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan

menjaga keberlangsungan hidup Ormas.37 Hal ini berarti menunjukkan

adanya legalitas pemerintah melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan tidak

dibatasi turut campur pemerintah (negara) dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membubarkan Ormas yang

melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Ormas yaitu: Ormas dilarang

melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan

Republik Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan serta menyebarkan

ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.38

Sebagai tindak lanjut atas pasal tersebut, pemerintah memiliki

wewenang untuk melakukan pencabutan dan pembubaran Ormas. Dalam hal

ini pengaturan tentang tindakan pencabutan status badan hukum dan tindakan

36 Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8
Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
37 Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
38 Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemsyarakatan.
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pembubaran terhadap Ormas diatur dalam ketentuan Bab XVII Pasal 62 ayat

(3) yaitu bahwa: Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat

keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.39

Selanjutnya kewenangan pemerintah dalam pembubaran Ormas tersebut

lebih ditegaskan pada Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 yang berbunyi:

Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar

berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.40

Berdasarkan substansi kewenangan pemerintah yang tertuang dalam

Undang-undang Ormas No. 16 Tahun 2017 dapat disimpulkan adanya

pembatasan ketat dengan ditetapkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai asas Organisasi

Kemasyarakatan. Dengan adanya aturan terkait asas tersebut mengandung arti

dibatasinya kemerdekaan setiap Ormas untuk mempunyai asas lain selain

Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Adanya kewenangan pemerintah untuk

melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap ormas menunjukkan

dimungkinkannya pemerintah turut campur dalam kehidupan

kemasyarakatan.41

39 Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.
40 Pasal 80A Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas.
41 Pasal 15 dan 16 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
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Selain itu pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk melakukan

tindakan pencabutan dan pembubaran terhadap Ormas yang melakukan

kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia; dan/atau menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran

atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kewenangan yang dimiliki

Mendagri dalam pembubaran ormas berdasarkan UU No. 16 Tahun 2017

tersebut telah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam bidang politik dan pemerintahan umum, Kemendagri berwenang

sepenuhnya untuk melaksanakan pembinaan umum di bidang

penyelenggaraan politik dalam negeri, fasilitasi organisasi masyarakat,

penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan

wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan

nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras

dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial.  Artinya

Kemendagri sesuai kewenangannya bertanggungjawab sepenuhnya menjaga

keamanan dan keutuhan NKRI dari adanya kegiatan separatis maupun yang

menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang

bertentangan dengan Pancasila oleh Ormas untuk merongrong keutuhan dan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dengan adanya pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 yang

menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum ormas yang dianggap

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut

sekaligus secara langsung dinyatakan bubar oleh pemerintah tanpa meminta
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pertimbangan atau putusan pengadilan Mahkamah Agung. Dengan

meniadakan proses tersebut, maka Kemendagri berdasarkan asas contrarius

actus berwenang untuk bertindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan

yang telah diatur dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2017 untuk melakukan

tindakan hukum membubarkan Ormas yang melakukan tindakan maupun

menganut, mengembangan, serta menyebarkan paham dan/atau ajaran yang

tidak sejalan dengan ideologi Pancasila dan UUD NRI 1945 demi menjaga

dan melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan dengan berlakunya ketentuan-ketentuan pasal dalam UU

No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas, maka Kemendagri berwenang penuh atas

setiap urusan Organisasi Kemasyarakatan yang ada dan berkembang di

Indonesia, mulai dari perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan pembinaan, sampai pelaksanaan bimbingan dan

pengawasan kepada Organisasi Kemasyarakat (Ormas) yang bersangkutan.
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BAB IV

ANALISIS BERDASARKAN TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP

KEWENANGAN KEMENDAGRI DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN STUDI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

NO. 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

E. Kewenangan Kemendagri Dalam Pembubaran Ormas Sebelum

Berlakunya UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Untuk bisa mengukur batas-batas kewenangan yang dimiliki

pemerintah dalam bertindak serta memutuskan pembubaran ormas yang

dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

tentunya kita juga harus melihat secara utuh mekanisme Pembubaran

Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pembubaran Ormas dilakukan melalui proses hukum di pengadilan

yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai

dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan bisa diberikan sanksi jika

melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan: melakukan tindakan

permusuhan terhadap sara, melakukan kegiatan separatis yang mengancam

kedaulatan NKRI, melakukan penistaan/penodaan agama, melakukan
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kekerasan/anarkis dan mengganggu tramtibum serta merusak fasum-fasos,

melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum,

mengumpulkan dana untuk partai politik, menganut, mengembangkan serta

menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam Organisasi Kemasyarakatan disebutkan terdapat tiga jenis sanksi

yang dapat diberikan kepada ormas yang melanggar peraturan perundang-

undangan, yakni sanksi berupa Peringatan tertulis, penghentian bantuan

dan/atau hibah, Penghentian sementara kegiatan, dan Pencabutan SKT atau

Pencabutan Status Badan Hukum. Penjatuhan sanksi kepada Ormas baik yang

berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sudah diatur secara "rigid"

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan, yakni Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 (BAB XVII

Sanksi).

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa Pemerintah atau Pemerintah

Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi

Administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 21;
Ormas berkewajiban:

a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara

kesatuan republik indonesia;
c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan

serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
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d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam
masyarakat;

e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
dan

f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 59
(1) Ormas dilarang:

a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera
atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau
lambang Ormas;

b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama
dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga
pemerintahan;

c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara
lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang,
atau bendera Ormas;

d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi
yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan
separatis atau organisasi terlarang; atau

e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya
dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain
atau partai politik.

(2) Ormas dilarang
a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau

golongan;
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap

agama yang dianut di Indonesia;
c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan

ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas
sosial; atau

e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak
hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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(3) Ormas dilarang
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun

sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundangundangan; atau

b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
(4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan

ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013,

Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum

menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran

tersebut. 1

Sebelum pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dilakukan,

harus ditempuh terlebih dahulu langkah-langkah, seperti Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah melakukan langkah persuasif, kemudian memberikan

peringatan tertulis, mulai tahap satu, dua, hingga tiga. Bila Ormas tidak

mematuhi Peringatan Tertulis, dapat dijatuhi sanksi penghentian bantuan atau

hibah dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Sementara itu, bagi Ormas lingkup nasional, pemerintah wajib meminta

pertimbangan/Fatwa Mahkamah Agung untuk penghentian sementara

kegiatan Ormas tersebut. Untuk penghentian sementara kegiatan di daerah,

Pemerintah Daerah meminta pertimbangan DPRD setempat, Kejaksaan, dan

Kepolisian sesuai dengan tingkatan. Pencabutan SKT (surat keterangan

terdaftar) dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan/Fatwa Mahkamah

Agung.

1 Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
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Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUUXI/2013

atas uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menetapkan bahwa

Ormas tidak perlu terdaftar di Kemendagri, sehingga Kemendagri tidak

memiliki wewenang untuk membubarkan Ormas sepanjang tidak melakukan

pelanggaran hukum. Dengan demikian, Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah tidak memiliki hak untuk membubarkan bagi Ormas yang belum

terdaftar. Kecuali, Ormas tersebut terbukti melakukan pelanggaran, seperti

mengganggu ketertiban, keamanan, dan melanggar undang-undang.2

Berikut kutipan isi Putusan MK dimaksud: “Menurut Mahkamah, yang

menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat

mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk

itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak

berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya

sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup

daerah maupun nasional. Suatu Ormas dapat mendaftarkan diri di setiap

tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya

berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang

tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak

mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat

menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak

dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan

2 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUUXI/2013 atas uji materi Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Ormas.
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yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran

hukum.”

Berdasarkan pasal 68 s.d. pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2013, Pembubaran Ormas yang berbadan hukum bisa dilakukan melalui

proses hukum di pengadilan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan

HAM. Pembubaran Ormas itu bukan kewenangan Mendagri ataupun POLRI,

tapi melalui proses hukum di pengadilan, yang diajukan oleh

KemenkumHAM. KemenkumHAM yang mengajukan ke pengadilan

berdasarkan data-data Kepolisian.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran

Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintah Daerah tidak diatur mengenai pembubaran ormas, melainkan

pencabutan SKT, dimana sebelum pencabutan SKT dilakukan terlebih dahulu

Pembekuan SKT terhadap Ormas, adapun pengaturannya adalah sebagai

berikut “Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan

Pencabutan SKT dalam hal: tidak diindahkannya pembekuan SKT;

dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai

anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga; dibubarkannya orkemas

oleh pengadilan; dan/atau keberadaan dan kegiatan orkemas yang
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bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan.3

Jadi, dalam hal ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan ormas sebelum perubahan yakni UU No. 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan, terdapat kewenangan Kementrian Dalam Negeri

untuk melakukan pencabutan SKT (surat keterangan terdaftar) atau

pencabutan status badan hukum. Adapun kaitannya dalam hal pembubaran

Ormas yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sesuai

kewenangannya, Kemendagri berwenang melakukan tindakan hukum

membubarkan Ormas melalui proses peradilan dan adanya putusan oleh

Pengadilan, yang diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehingga jelas bahwa secara normatif pembubaran Ormas telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan, namun secara substansi mekanisme

pelaksanaannya cukup berjenjang. Artinya tidak mudah melakukan

pembubaran ormas karena harus melalui tahapan-tahapan tertentu dimana

akhirnya organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan jika telah mendapatkan

pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.

Keberadaan organisasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap Negara

Indonesia, karena mereka berdiri di bawah bendera merah putih, sehingga

harus patuh, tunduk dan mematuhi aturan-aturan yang ada di Indonesia. Di sisi

lain, adanya organisasi masyarakat tersebut dinaungi oleh kementerian dalam

negeri yang telah disebutkan pada pasal 3 Perpres No. 11 tahun 2015, dan

3 Pasal 29 Permendagri No. 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
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kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh kementerian dalam negeri sesuai

Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah.

Dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi

masyarakat telah dijelaskan secara rinci tentang hak dan kewajibannya

terhadap Negara dan masyarakat, sehingga organisasi masyarakat memiliki hak

untuk beroperasi, bertindak sesuai visi dan misinya, yang mana telah

dimintakan persetujuannya kepada Kemendagri. UU No. 16 tahun 2017 adalah

revisi dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang nomor 17 tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Latar belakang adanya revisi

terhadap Undang-undang tersebut adalah adanya beberapa hal yang dirasa

terlalu lama dalam proses penyelesaian konflik atau permasalahan sosial di

masyarakat, misalnya organisasi masyarakat itu dianggap telah melenceng dari

tujuan ormas maupun ideologi Negara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945;

dan/atau mempunyai visi misi untuk mengubah kepemimpinan di Indonesia

dengan ideologi yang dianut dan dikembangkannya terebut. Selain itu, undang-

undang terdahulu dianggap terdapat kekosongan hukum dalam hal penerapan

sanksi yang efektif, sehingga membutuhkan putusan yang cepat dan tepat, dan

yang berhak untuk memberikan pendapat-pendapat tersebut adalah

kemendagri.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang tertuang dalam aturan

undang-undang yang berlaku, yakni UU No. 16 Tahun 2017 bahwa

kewenangan-kewenangan yang dimiliki Mendagri terhadap Ormas yang

melanggar aturan perundang-undangan antara lain meliputi:
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1. Menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan jika peringatan tertulis tidak

diindahkan.

2. Pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT) atau pencabutan status badan

hukum.

3. Membubarkan Organisasi Kemasyarakatan.

Artinya bahwa secara legalitas berdasarkan aturan undang-undang terkait

kewenangan Mendagri dalam membubarkan Ormas telah diatur dalam

Undang-undang No. 16 Tahun 2017. Melihat kewenangan yang dimiliki

Mendagri tersebut terdapat sinkronisasi dengan tugas pokok dan fungsi

Mendagri yang tertuang dalam Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi

Mendagri meliputi:4 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di

bidang politik dan pemerintahan umum; untuk Koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta Pelaksanaan

dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi

tersebut, menunjukkan adanya dasar kewenangan Mendagri dalam hal

pembubaran Ormas.

Kemudian merujuk pada Undang-undang Ormas No. 17 Tahun 2013,

juga terdapat ketentuan pasal yang mengatur tentang kewenangan Mendagri

dalam pembubaran Ormas. Wewenang Mendagri atas Ormas dalam ketentuan

4 Pasal 3 Perpres No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
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undang-undang tersebut adalah pada pencabutan surat keterangan terdaftar

(SKT) dengan meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Dalam

hal ini pembubaran Ormas yang dianggap melanggar ketentuan undang-

undang, menjadi wewenang pengadilan untuk memutuskan apakah ormas

terkait tersebut dapat dibubarkan atau tidak setelah adanya putusan pengadilan.

Adanya proses peradilan inilah yang menjadi salah satu prosedur/ mekanisme

yang urgen dalam hal pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan

berdasarkan ketentuan Undang-undang Ormas No. 17 Tahun 2013.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ketua Komnas HAM Bapak Nur Kholis

melalui berita Kompas.com memberikan kritikan atas penerbitan Perppu No. 2

Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang kemudian disahkan menjadi

UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Menurut Nur

Kholis, dengan berlakunya peraturan tersebut dapat menjadi ancaman hak asasi

manusia utamanya hak atas kebebasan berserikat. Pasalnya, dalam ketentuan

Undang-undang tersebut tidak ada proses peradilan dalam pembubaran ormas

oleh pemerintah. “Seharusnya pembubaran organisasi diperkenankan dalam hal

langkah lain tidak memadai serta merupakan hasil dari putusan pengadilan

yang bebas dan tidak memihak”.5

5 Kristian Erdianto, “ Komnas HAM Kritik Pembubaran Ormas Tanpa Melalui Pengadilan”
https://nasional.kompas.com/read/2017/07/25/12462251/komnas-ham-kritik-
pembubaran-ormas-tanpa-melalui-pengadilan; diakses tanggal 25 Juli 2017.
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Komentar beliau tersebut secara garis besar sangat menyayangkan ketika

revisi UU ormas tersebut meniadakan proses peradilan, yang mana proses

tersebut merupakan kunci dan alat pembuktian antar kedua belah pihak yang

bersengketa. Sesuai yang ada dalam ketentuan UUD 1945 bahwa setiap orang

memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki hak untuk berserikat

berkumpul dan berpendapat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak-hak asasi

tersebut telah dijamin secara konstitusi oleh negara untuk seluruh masyarakat.

Berdasarkan paparan-paparan yang telah disampaikan, pendapat penulis

bahwa dengan adanya refisi Undang-undang Ormas dengan berlakunya UU

No. 16 Tahun 2017 ini menunjukkan tidak adanya penyalahgunaan wewenang

atau adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah dalam

prosedur/ mekanisme pembubaran Ormas. Adanya tindakan atau perbuatan

pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menghilangkan salah satu

prosedur/ mekanisme yang sangat penting dalam melakukan proses

pembubaran sebuah organisasi kemasyarakatan tersebut telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan (asas legalitas) dengan berdasarkan

pada asas contarius actus, yaitu bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk

membatalkannya. Artinya, pemerintah atau badan administrasi negara dalam

hal ini Kemendagri adalah badan yang berwenang untuk memberikan izin

pendaftaran Ormas, maka secara otomatis juga berhak atau memiliki

wewenang untuk mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

101

Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 demi

terjaminnya keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam proses ini, kebebasan atau hak masyarakat dalam berkumpul dan

berserikat dalam sebuah organisasi kemasyarakatan tetap terjamin secara

konstitusi. Sedangkan pemerintah dalam hal ini  telah bertindak sesuai dengan

kewenangannya yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-

undangan, artinya tidak ada tindakan pemerintah yang sewenang-wenang

dalam melakuan tindakan atau perbuatan hukum dalam mengambil kebijakan

atau keputusan yang berlaku bagi masyarakat terkait Organisasi

Kemasyarakatan dengan berlakunya UU No. 16 Tahun 2017.

Maka menurut penulis bahwa atas berlakunya Undang-undang Ormas

No. 16 Tahun 2017 dengan dihapuskannya proses persidangan dalam

pembubaran Ormas berdasarkan ketentuan pasal 80A adalah tidak termasuk

dalam perbuatan sewenang-wenang yang membatasi hak berserikat untuk

masyarakat dalam berorganisasi. Sebab, kebebasan berserikat dapat dibatasi

berdasarkan hukum untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan

publik. Dan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah

mengambil kebijakan dalam pembubaran Ormas yang membahayakan

keamanan nasional dengan adanya tindakan ataupun paham dan/atau ajaran

yang tidak sesuai dengan ideologi negara adalah sudah tepat demi menjaga

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Indonesia adalah Negara demokratis, yang toleran dan ber-Bhineka

Tunggal Ika dengan beragam kepercayaan, suku, ras, budaya dan agama.

Maka, hal yang beragam itu harus dijaga agar tidak terjadi pecah belah dan

saling menjatuhkan sehingga Indonesia melarang adanya paham radikalisme,

intoleransi dan ekstremisme. Radikalisme, intoleransi dan ekstremisme

merupakan ancaman serius bagi hak asasi manusia, serta merupakan ancaman

bagi kebhinekaan Indonesia dan dasar negara Pancasila.

Di sisi lain, tindakan atau perbuatan yang dilakukan pemerintah tersebut

mencerminkan terwujudnya pemerintahan yang baik, sebagaimana dijelaskan

oleh Prof. Kuntjoro Purbopranoto bahwa untuk mewujudkan pemerintahan

yang baik harus berdasarkan pada AUPB sebagai asas atau norma dalam

melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan.6 Sebagaimana telah diatur

dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ketentuan

yang dituangkan di dalamnya bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan,

tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan

asas pelayanan yang baik.7

Sesuai ketentuan tersebut, maka jelas bahwa pemerintah dalam

menjalankan pemerintahannya bisa mewujudkan pemerintahan yang baik

apabila memenuhi kriteria asas-asas umum pemerintahan tersebut, salah

satunya adalah pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki

6 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (Erlangga: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), 151.
7 Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
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dengan bertindak sesuai kewenangan yang diperolehnya kepada seluruh warga

negara. Dengan tidak mengambil hak atau kebebasan masyarakat dalam

berserikat merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana hak tersebut

termasuk hak asasi yang telah dijamin di dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal

28E ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

dan mengeluarkan pendapat. Selain asas tersebut, dengan berlakunya UU

Ormas No. 16 Tahun 2017 ini pemerintah telah menerapkan asas efektifitas

dan asas ketepatan dalam bertindak. Hal ini tercermin dengan adanya

penerapan sanksi tegas, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang

diberlakukan oleh pemerintah kepada Ormas yang melanggar ketentuan-

ketentuan pasal UU Ormas.

F. Kewenangan Kemendagri Dalam Pembubaran Organisasi

Kemasyarakatan Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasah

Kementerian Dalam Negeri merupakan lembaga yang berporos pada

lembaga eksekutif yang fungsinya adalah menjalankan perintah Undang-

Undang. Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, konsep kemerinterian juga

sebagaimana diatur dalam sistem pemerintahan Islam yakni pada wilayah

konsep Wizarah (pembantu khalifah).

Berdasarkan konsep wizarah, kedudukan wazir adalah sebagai pembantu

khalifah, yaitu dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Kekuasaan

khalifah (kepala negara) dalam pemerintahan Islam sangat luas lingkupannya.
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Sebab, khalifah dalam membawa beban amanah kekuasaan tersebut tidak

hanya pada urusan kenegaraan atau pemerintahan secara umum saja,

melainkan juga mencakup urusan agama. Dengan adanya keluasan tugas

tersebut maka khalifah memiliki hak untuk menunjuk dan mengangkat pejabat

negara atau pembantu (wazir) dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

Dalam konteks negara Indonesia, kita melihat ada persamaan hak, dimana

presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga memiliki

hak yang sama tersebut dalam menunjuk atau mengangkat pembantu presiden,

yakni Menteri untuk membantunya dalam pelaksanaan tugas kenegaraan dan

pemerintahan sehari-hari.

Konsep wizarah dalam ketatanegaraan pemerintahan Islam dibedakan

menjadi dua yaitu wazir al-Tafwidh (pembantu khalifah bidang pemerintahan)

dan wazir al-Tanfidz (pembantu khalifah bidang administrasi).8 Perbedaan

yang terdapat pada keduanya adalah wilayah kewenangan yang dimiliki oleh

masing-masing wazir. Dalam wilayah kewenangannya, wazir al-Tafwidh

memiliki wewenang yang sangat luas dibandingkan wewenang wazir al-

Tanfidz. Hak-hak yang dimiliki wazir al-Tanfidz adalah menjadi perantara

atau penghubung antara khalifah dengan aparat negara yang lain, serta

menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyat, dan antara khalifah

dengan negara lain, sedangkan wazir al-Tafwidh adalah pelaksana segala

urusan kekhilafahan (pemerintahan) yang dibebankan kepada khalifah. Maka

jelas, bahwa wilayah kewenangan wazir al-Tanfidz lebih lemah daripada wazir

8Djazuli, Fiqh Siyasah, 78.
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al-Tafwidh, karena hanya berperan melaksanakan tugas yang diperintahkan

oleh khalifah dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh khalifah, sebab

kedudukan Wazir al-Tanfidz adalah tidak lebih dari seorang mediator bukan

pemimpin.

Merujuk pada konteks ini, maka konsep wazir al- Tafwidh memiliki

beberapa kesesuaian dengan konsep kementerian yang berlaku di Indonesia.

Hal ini tampak pada kedudukannya, yaitu sebagai pembantu kepala negara

dalam pelaksanaan tugas urusan kenegaraan dan pemerintahan, yang diangkat

dan diberhentikan oleh kepala negara (Presiden). Hal ini serupa dalam sistem

pemerintahan Islam, dimana kedudukan wazir al- Tafwidh selaku pembantu

adalah membantu khalifah menjalankan semua urusan pemerintahan, yang

kedudukannya berada langsung di bawah khalifah.

Konsep kementerian di Indonesia juga lebih sesuai dengan konsep Wazir

al- Tafwidh daripada Wazir al-Tanfidz, sebab Wazir al-Tanfidz dalam

menjalankan tugasnya adalah sebatas sebagai mediator yang membantu

khalifah dalam menjalankan tugas pemerintahan berdasarkan amanah dari

khalifah. Sedangkan Wazir al- Tafwidh memiliki sumber kewenangan dalam

menjalankan tugas pemerintahan adalah berdasarkan adanya pelimpahan

wewenang melalui mandat dari khalifah kepada Wazir al- Tafwidh. Konsep ini

sesuai dengan konsep kementerian di Indonesia, dimana Menteri atau badan

administrasi negara dalam membantu presiden menjalankan tugas dan

fungsinya dalam pemerintahan adalah adanya pelimpahan wewenang yakni

mandat. Artinya, bahwa kedua konsep ini baik wāzir tafwīḍh maupun
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kementerian di Indonesia adalah sama-sama bertindak atau berbuat atas dan

untuk nama pemimpin, yakni khalifah dan presiden.

Dengan adanya kesesuaian kedudukan tersebut, maka keduanya baik

Wazir al- Tafwidh dalam ketatanegaraan Islam maupun Kementerian yang

berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri

(Kemendagri) dalam setiap tindakan atau perbuatan pemerintah yang

dilakukannya adalah dipertanggungjawabkan langsung kepada kepala negara

(khalifah atau presiden), baik tindakan urusan pemerintahan yang akan

dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan.

Di samping itu, Wazir al- Tafwidh memiliki wewenang yang serupa

dengan konsep Kementerian di Indonesia dalam pengaturan urusan-urusan

pemerintahan. Wazir al- Tafwidh dalam menjalankan tugasnya sebagai

pembantu khalifah memiliki kewenangan luas dalam menentukan dan

menjalankan kebijakan pemerintahan berdasarkan pikiran dan ijtihadnya

sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Hal ini serupa dengan

kewenangan kementerian di Indonesia, yaitu Kementerian berwenang dalam

setiap urusan pemerintahan berdasarkan inisiatif Menteri mulai perumusan

dan penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan

hingga pelaksanaan pengawasan oleh setiap kementerian sesuai bidang

masing-masing.

Akan tetapi, Kementerian selaku pemerintah eksekutif dengan adanya

kewenangan dalam setiap kebijakan untuk menjalankan urusan pemerintahan

berdasarkan inisiatif atau hasil pemikirannya tersebut harus sesuai dengan
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peraturan perundang-undangan (legalitas) yang berlaku. Dalam hal ini

Kementerian Dalam Negeri terkait tindakan hukum pembubaran Ormas maka

pemerintah telah bertindak sesuai kewenangannya. Sebab, Kementerian

Dalam Negeri (Kemendagri) dalam urusan terkait organisasi kemasyarakatan

memiliki wewenang penuh berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-

undangan yang berlaku, yaitu  mulai dari perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan. Selain itu juga berwenang sebagai koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada

seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendagri.

Jika merujuk pada konsep wizarah, kewenangan wāzir tafwīḍh juga

menyerupai kewenangan yang dimiliki Kemendagri dalam konsep

kementerian di Indonesia. Salah satu kekuasaan tersebut adalah bahwa wāzir

tafwīḍh membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas imam (khalifah),

adapun salah satu tugas imam (khalifah) tersebut yaitu bertanggungjawab

terhadap politik baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan adanya tugas

tersebut, maka wāzir tafwīḍh memiliki kewenangan untuk mengurus urusan

permerintahan atau politik kenegaraan baik di dalam maupun di luar negeri.

Dan ini membenarkan wāzir tafwīḍh dalam bertindak atau memutuskan setiap

perkara tersebut berdasarkan inisiatif atau ijtihadnya sendiri yang berdasarkan

pada syariat Islam.

Bertolak dari persamaan-persamaan yang terdapat di antara konsep Wazir

al- Tafwidh dalam Daulah Islamiyah dengan konsep Kementerian dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

108

perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Perbedaan tersebut antara lain

meliputi salah satunya adalah sifat kementerian yang berlaku. Konsep

Kementerian yang berlaku di Indonesia adalah bersifat khusus yang terdiri

dari beberapa bidang kementerian sesuai bidang masing-masing, sedangkan

Wazir al- Tafwidh hanya untuk satu Menteri saja sebagai satu-satunya tangan

kanan khalifah yang mendapat kepercayaan sepenuhnya dalam mengurus

semua urusan perintahan yang bersifat umum atau kompleks.

Di sisi lain, bahwa Wazir al- Tafwidh sebagai pembantu khalifah dalam

menjalankan tugas pemerintahan tidak hanya pada urusan pemerintahan secara

umum, tetapi juga urusan agama. Sebab pada dasarnya pemerintahan Islam

adalah pemerintahan yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang

beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam, dan tidak

melakukan tindakan maksiat secara terang-terangan, serta melaksanakan

hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam9 dalam menjalankan amanah

daulah Islamiyah, yakni khilafah. Artinya bahwa Wazir al- Tafwidh selaku

pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak lain

merupakan salah satu sarana dakwah untuk menerapkan hukum dan ajaran

agama Islam sebagaimana tugas khalifah dalam menjaga daulah Islamiyah

berdasarkan sistem khilafah tersebut. Oleh sebab itu, salah satu syarat penting

untuk mengangkat seorang Wazir al- Tafwidh adalah harus beragama Islam

dan menguasai pengetahuan hukum-hukum syari’ah.

9 Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie al-Faeda (Solo:
Media Insani, 2003), 39.
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Jadi, analisis dari penulis bahwa pada dasarnya konsep Kementerian baik

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia maupun konsep wizarah dalam

pemerintahan Islam terdapat beberapa persamaan atau kesesuaian yang

diantaranya adalah meliputi kedudukan, kewenangan, serta sumber

kewenangannya.

Tetapi di samping itu, juga terdapat perbedaan di antara keduanya yakni

berdasarkan sifat kementerian pada masing-masing sistem pemerintahan

sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, perbedaan yang tampak dari

keduanya adalah adanya syarat-syarat tertentu untuk mengangkat seorang

pembantu khalifah di bidang pemerintahan (wāzir tafwīḍh) pada sistem

pemerintahan Islam sebab pada dasarnya  tujuan pelaksanaan pemerintahan

tersebut adalah sebagai salah satu sarana dakwah Islamiyah dengan

menerapkan hukum-hukum syari’at Islam. Adapun Kementerian di negara

demokrasi Indonesia tidak demikian, dimana pemerintah dalam menjalankan

tugas dan fungsinya dalam penyelengaraan pemerintahan adalah murni

mengurus urusan kenegaraan (politik) saja dan tidak ada unsur syi’ar atau

dakwah agama.

Adapun terkait dengan kewenangan pemerintah dalam pembubaran

Ormas dengan berlakunya Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas

jika ditinjau berdasarkan kajian fiqh siyasah dusturiyah dengan konsep

wizarah tersebut, maka tindakan pemerintah dalam hal ini Kemendagri selaku

Menteri yang berwenang atas Ormas adalah telah bertindak sesuai

kewenangannya, dan kewenangan tersebut juga sesuai atau ada dalam
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penerapan konsep wizarah sebagaimana kewenangan tersebut dimiliki oleh

kekuasaan Wazir al- Tafwidh.

Sedangkan jika dalam hal pembubaran Ormas berdasarkan penerapan

pasal 80-A Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang mekanisme

pembubaran Ormas tersebut pemerintah dianggap bertindak sewenang-

wenang oleh Ormas terkait, maka kita bisa mengembalikan atau meminjam

konsep mereka sendiri dalam penerapan sistem khilafah yang mereka usung.

Dimana konsep kekuasaan yang diusung dalam sistem khilafah menyatakan

bahwa kekuasaan khalifah adalah kekuasaan tunggal yang tidak bisa

dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya, baik kekuasaan tasyriíyah (legislatif)

maupun kekuasaan qadlaiyah (kehakiman). Artinya kekuasaan pada sistem

khilafah adalah berporos pada satu kekuasaan yaitu kekuasaan di tangan

khalifah. Merujuk pada konsep yang diusung tersebut, maka dengan adanya

penerapan Undang-undang tentang mekanisme pembubaran Ormas ini

pemerintah dalam hal ini tidak bisa dikatakan bertindak sewenang-wenang

sebab pemerintah atau presiden memiliki hak yang sama tersebut, yakni hak

atau kewenangan luas untuk mengambil tindakan hukum atau keputusan

dalam keadaan darurat dengan menggunakan hak prerogatif yang dimilikinya

yang telah tertuang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang perlu digaris bawahi di sini adalah, bahwa sekalipun pemerintah

atau presiden memiliki hak atau kewenangan yang luas tersebut tetapi hak ini

terbatas pada konteks keadaan darurat saja, sedangkan dalam keadaan normal

pemerintah tidak bisa menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu,
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kewenangan ini merupakan kewenangan istimewa yang diberikan oleh negara

kepada pemerintah atau presiden. Dan keputusan atau tindakan hukum yang

ditetapkan presiden sebagai kekuasaan eksekutif tersebut tetap berdasarkan

pada penerapan check and balance dengan meminta persetujuan dari

kekuasaan lembaga lainnya, yakni legislatif.

Artinya dalam hal ini pemerintah sama sekali tidak bisa disebut bertindak

sewenang-wenang dengan adanya tindakan hukum dalam keputusannya.

Sebab pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut adalah

berdasarkan pada kebebasan bertindak (discresioner power) melalui Freies

Ermessen.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah diteliti terkait tinjauan Fiqh Siyasah

berdasarkan konsep wizarah terhadap kewenangan Kemendagri dalam

pembubaran Organisasi Kemasyarakatan studi atas berlakunya Undang-

Undang No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat ditarik

kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Berdasarkan Analisis Normatif atas berlakunya UU No. 16 Tahun

2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No.16 tahun

2017 menunjukkan adanya sikap tegas pemerintah dalam menyelesaikan

konflik sosial yang terjadi di masyarakat dalam hal pembubaran Ormas

adalah berdasarkan diskresi atau freies ermessen yaitu dengan

menerapkan asas contrarius actus, di mana sebagai Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara Negara yang menerbitkan Keputusan TUN dengan

sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Artinya, pemerintah

atau badan administrasi negara dalam hal ini Kemendagri adalah badan

yang berwenang untuk memberikan izin pendaftaran Ormas, maka secara

otomatis juga berhak atau memiliki wewenang untuk mencabut status

badan hukum sekaligus membubarkan Ormas yang tidak sesuai dengan

tujuan ormas maupun yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi
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Pancasila dan UUD 1945 demi menjaga stabilitas keamanan dan

kedaulatan NKRI.

Selain itu juga dikuatkan dengan adanya ketentuan peraturan

perundang-undangan Perpres No. 11 Tahun 2015 terkait Tugas pokok dan

fungsi Kemendagri atas Ormas adalah meliputi perumusan, penetapan,

dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum;

kemudian juga menjalankan fungsi Koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta Pelaksanaan

dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di

lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan tugas pokok dan

fungsi tersebut, menunjukkan adanya dasar kewenangan Kemendagri

dengan segala urusan atas Ormas, termasuk dalam hal pembubaran Ormas

yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Atas tindakan pemerintah tersebut, telah membuktikan bahwa

pemerintah dalam hal ini Kemendagri dalam melakukan tindakan atau

perbuatan hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan telah

berdasarkan pada kewenangannya.  Dan dengan berlakunya Undang-

undang No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas ini, pemerintah telah

melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang tepat berdasarkan pada

asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) yakni asas

efektifitas dan asas ketepatan dalam bertindak.
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2. Berdasarkan Analisis Fiqh Siyasah dengan Konsep Wizarah

Terhadap Kewenangan Kemendagri dalam Pembubaran Ormas

Dalam kajian fiqh siyasah, secara historis kekuasaan dalam segala

urusan baik kenegaraan dan pemerintahan sekaligus juga urusan agama

adalah kekuasaan yang berada di tangan khalifah sebagai pemimpin

tertinggi pemerintahan Islam. Terkait kewenangan Kementerian

berdasarkan konsep wizarah dalam prespektif fiqih siyasah, peneliti

menarik benang merah dalam mengambil kesimpulan bahwa Kemendagri

di mana kedudukannya adalah sebagai pembantu presiden untuk

menjalankan fungsinya dalam urusan pemerintahan memiliki beberapa

kesesuaian atau persamaan sebagaimana wazir al-Tafwidh dalam

ketatanegaraan Islam, namun secara konteks penerapannya berbeda.

Perbedaan yang tampak dari keduanya antara lain: pertama, adalah

pada penerapan konsep kekuasaan yakni bahwa pada sistem pemerintahan

Islam konsep kekuasaan yang diterapkan adalah kekuasaan tunggal bukan

kekuasaan kolektif, di mana kekuasaan penuh atas kenegaraan dan

pemerintahan sekaligus agama adalah berporos pada satu kekuasaan saja

yaitu kekuasaan khalifah, sedangkan sistem ketatanegaraan Indonesia

adalah menerapkan sistem kekuasaan kolektif dengan adanya pembagian

kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif; kedua, sifat

kementerian pada penerapan keduanya juga berbeda, yakni pada sistem

pemerintahan Islam konsep wizarah (pembantu khalifah) pada

penerapannya adalah bersifat umum atau kompleks pada seluruh urusan
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pemerintahan, sedangkan pada sistem kementerian di Indonesia adalah

bersifat khusus yakni setiap menteri membidangi masing-masing urusan

pemerintahan seperti halnya terdapat Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian

Pendidikan dan sebagainya; ketiga, bahwa Wazir al- Tafwidh (pembantu

khalifah) selaku pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas

pemerintahan adalah menjadi salah satu sarana dakwah untuk menerapkan

hukum-hukum Islam dan ajaran syari’ah Islam sehingga berimplikasi

pada syarat pengangkatannya bahwa seorang Wazir al- Tafwidh adalah

harus beragama Islam dan memiliki pengetahuan tentang hukum dan

syari’at Islam, sedangkan kementerian di Indonesia sebagai pejabat

pemerintah adalah menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara

umum untuk urusan kenegaraan dan pemerintahan semata.

Akan tetapi, terkait dengan kewenangan dalam hal ini kewenangan

Kemendagri dalam pembubaran Ormas, maka berdasarkan

kewenangannya tersebut terdapat persamaan sebagaimana kewenangan

yang dimiliki Wazir al- Tafwidh dalam pemerintahan Islam. Persamaan

tersebut berdasarkan wilayah wewenang yang dimiliki, dimana baik

Kemendagri maupun Wazir al- Tafwidh adalah memiliki wewenang

penuh untuk membantu kepala negara atau pemerintah (presiden dan

khalifah) terhadap urusan pemerintahan khususnya bidang politik dan

pemerintahan di lingkungan dalam negeri. Kewenangan ini memberikan

ruang gerak kepada pejabat pemerintah tersebut untuk melakukan
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perbuatan atau tindakan hukum berdasarkan inisiatif atau ijtihadnya

sendiri, mulai dari perencanaan atau perumusan kebijakan, penetapan

kebijakan, sampai pelaksanaan kebijakan.

Adanya kewenangan yang dimiliki keduanya adalah tidak terlepas

dari kedudukan dan sumber wewenang yang diperolehnya, baik

Kemendagri dalam ketatanegaran Indonesia maupun Wazir al- Tafwidh

(pembantu khalifah) dalam pemerintahan Islam. Artinya kedua konsep

ini, baik Kemendagri maupun Wazir al- Tafwidh adalah memiliki

persamaan atau kesesuaian dalam hal kedudukan, kewenangan, serta

sumber wewenang yang diperolehnya.

B. Saran
Penulis berharap dengan berlakunya Undang-undang Ormas No. 16 Tahun

2017 atas refisi Undang-undang sebelumnya ini akan menjadi dasar hukum

yang efektif dalam menyelesaikan segala konflik permasalahan sosial yang

terjadi di masyarakat khususnya berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan

saat ini. Tujuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan, keutuhan, dan

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tercipta dengan baik

jika seluruh unsur negara mulai dari pemerintah hingga masyarakat bisa saling

mendukung satu sama lain. Sebagai negara yang berlatar belakang masyarakat

majemuk ini, diharapkan bisa menjaga keutuhan dan kebersamaan untuk

mencapai tujuan bernegara berdasarkan asas pancasila sebagai ideologi negara

Republik Indonesia.
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Di sisi lain, Organisasi Kemasyarakatan juga harus ikut serta untuk

mewujudkan cita-cita negara. Untuk itu diharapkan agar setiap Ormas yang

ada dan berkembang di Indonesia harus tunduk dan patuh pada setiap

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya, Ormas yang

memiliki fungsi sebagai mobilisasi/ penggerak masyarakat, harus memberikan

gerakan-gerakan positif untuk membantu mewujudkan tujuan negara, bukan

menjadi penggerak negatif yang justru malah merongrong keutuhan dan

kedaulatan NKRI.
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